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BAB2

KAJIAN TEORITIK “GOOD GOVERNANCE"

Di dalam bab int dikaji pengertian good governonce dan tiga perspekuf, yaitu:
perspektif ilmu politik, perspektif ilmu manajemen, dan perspektif ilmu hukum. Hal
iru dilakukan karena makna atau pengertian good governance yang demikian luas,
sehingga perlu dilakukan pengkajian khusus dari ketiga perspektif tersebut sehingga
dapat dilthat perbedaan makna good governance dalam ketiga bidang ilmy tersebut
Dengan pengkajian vang demikian itu, bab ini juga dimaksudkan untuk membatasi
pengkajian good governance daiam penulisan disertast imi, hanya dari perspekuif
hukum, khususnya hukum administrasi.

Untuk mendapatkan perbedaan makng good governance dan ketiga perspekiif
iimu tersebut, pembahasan dumasing ~ masing disiphin khususnya i1lmu politk dan
ilmu manajemen terbatas pada pengertian masing — masing disiplin ilmu, dengan
harapan dan pengkaijtan tersebut akan dapat ditemukan makna good governance dan
perspektifl masing ~ masmg disipfin ilmu tersebut. Dengan ditemukannya makna
good governance, maka akan dapat dilihat perbedaan penekanan makna good
governance dimasing — masing disiphin ilmu tersebut.

Akhir — akhir ini istilah governance dan good governance sangat sering
dipergunakan di dalam Ineratur — Diteratur yang membahas tentang pembangunan.
Bersamaan dengan itu istilah bad governomce pun pengpunaannya  semakin

meningkat yvang dilawankan dengan istilah pood governance MKonsep pood
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governance bukanlah hal baru, keberadaanya bersamaan dengan peradaban manusia,
bahkan pada zaman pemenntzhan Cina Kuno (202 SM - 219 M) konsep
pemerintahan yang baik merupakan salah satu doktrin Confusius yang kemudian
menjadi konstitusi Chow™. Istilah governunce berasal dari bahasa Yunani
“hyhernan” dan “kvbermeres” yang artinya mengendalikan atau mengendaral
sesuatu™ (Meh karenanya pengertiznnya demikian luas, seperti vang dikatakan aleh
Jobhn Healey and Mark Robinsen™" governunce therefore, not only encompusses
but trancends the colfecrve meonmg of related concept like the stuale, government,
resme and good goverpment.  Karena pengertian vang demikian luas, selunpgga
masing — masing individu dapat membenkan arti kepada konsep good governance
sesuai dengan visi mereka masing — masing (hawever, & means different things (o
different peopie), Variagi penekanan pengeriign gntara latn: pepekanan pada tujuan
dan proses, penckatian pada ruang lingkup {politik, ekonomi, adounistrast). Narmun
bila berangkat dan ari asal kate tersebut {“kybernan dan bybernietes’) menunjukkan
bahwa governapnce sebagan sualu proses. Hal ini terbukti dan sekian banyak
pengertian yang dibenkan hampir semua memberikan penekanan governance sebagal
proses misalnya: * gavernance means the process of decision making and the process
by which decisions are implemented (or rot implemented)”, selanjutnya dikatakan
bahwa konsep governance dapat dipergunakan dalam berbagai konteks * governarice
can he used in severol comiexts sueh af corporale governdance, inlernationgl
governance, national governance and focal governance,

Bervanasinya pengerian dan luasnya ruang lingkup konsep geod governance pada

pransipnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yait : geod government governance
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dan geod corporate governance ", Good povernment governance berkaitan dengan
penerapan geod governance di birokrasi pemenntahan, scdangkan good corporate

governamee herkattan dengan penerapan good governance di sektor swasta.

2.1, Perspekteif Ilmu Politik.

Konsep good governence pada awalnya merupakan istlah ilinu politik yang
diperkenalkan dalam menggambarkan suary masyarakat yang demokratis®’. Istilah im
dipopulerkans oleh badan - badan intermasional. lembaga Internasional yang
mengawali mempopulerkan istilah govermance adalah Bank Dunia™ melziui
publikasinya yang diterbitkan pada tahun 1991 begjudul Governance Development,
benkutnya ditkuti oleh Asian Deveopment Bank (ADE) vang sejak tahun 1995 telah
memiliki poficy paper bertajuk Crovernance Sound Development Management. ADB
mengartikulasikan  emipat  elemen  esensial  dan  gosd  governance, yaitu:
accouniability, participation, prediciadifity dan rransparency. UNDP kemudian
tembnat difinisi yang lebih ckspansif, governance melipub pemenntah, seitor
swasta, civil society dan interaksi antara keriganya® Paul Streeten dalam tulisannya
vang benudol “(rood Governance:Mvatory And Development of the Concept”
menyatakan persyaratan geod governance sebagal salah saty koteria dalam
mengugulirkan bantuannya oleh lembaga ~ lembaga internasional tersebut muncul
sgjak berakhimya perang dingin dimana tefadi perubshan Xkekuatan konsielasi
palitik dunia , yang berpengaruh juga terhadap kebijakan pemberian bantuan kepada
negara — negara penenma, yang dahulunyz bantuan digrabkan pada permasalahan —

permasaiahan  fundamental kemanusizan sepert kemiskinan, keterbelakangan
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politik adalah: bermacam — macam kegiatan dalam suatu s1stem politik {atau negara)
vang menyangkut proscs menentukan twuan - tujuan dari sistem it Pengambilan
keputusan  (decivion makeg) mengenan apakah yang menjadi tujuan  tyuan dan
sistem politik it menyangkul seleksi antara beberapa ahematf dan penysunan skala
prioritas dart twjuan  tujuan vang telah dipulih ity Selanjutnva dikatakan bahwa
untuk melaksanakan fujuan — (uan  itu perle dilentukan  kebijaksanaan-
kebijaksanaan umum (public poficy) yanp menyangkut pengaturan dan pembagian
{distribution) atau alokasi (effocarony dan sumber — sumber vang ada. Unwuk dapat
melaksanakan kebijaksanaan — kebiaksanaan tersebut perlu dimiliki kekuasaan
(pawer) atau kewenangan (authority).™

Dari urasan tersebut di atas, maka dapat ditank unsur- unsur pokok yang ada
dalam suatu konsep politik vaitu:

1. Wegara {stare)

2. Pengambilan keputusan (decision makiig)

Kehijaksanaan (policy)

L]

4 Pembagian {dsiribust) alau alokasi {aifocarion)

5. Kekuasaan {power)

Dalam kaitannya dengan pengertian ilmu polittk, maka akan terdapat paling
tidak lima vanast pengertian sesuai dengan unsur- uhsur pokok pelitik tersebut di
alas. Vanasi tersebut discbabkan karcna perbedaan penekanan vang dibenkan cleh
masig - masing sanana, sesuai dan perspektil mana konsep politik itu dilihat.

Kelompok yang imenckankan pengertian ilmu politik pada negara antam lain:

J Barents”™ dinyatakan bahwa ilmu polink adstah mu yvang mempelajan kehidupan
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nggara  yang nicrupakan bagian dan kchidupan masyarakat | llmu politik
mempelajari negara  negara Jtu melakukan tugas  tugasttva, Pengeruan vang lebnh
rinci diberikan oleh Roger F.Saltau’’ dinvatakannva: Pofiicad sownce 1s the studv of
the sicede, #08 aum and prurposes, B oastitanon B2 wineli these are goine to he realizad,
iz refatrors with s indivvicfuad members, gnd other sentey. Conley HoDilloa, Carl
Eeiden dan Paul Lh Stewart” dulam bukunva vang berudul Traducton (o
Holitical Neience secara singkat menyatakan bahwa: 2 FPodroeal scwnce ivothe
serenfefie study of the state, [Dan heberapa pengentian vang dioraikan di atas, ol
pokoknya adalah bahwa lmu politk mempeiaan negara. Sedanekan aspek dar
negara yang dipelajan adalah tujuan dan negara, lembapa (dalam hal ini lembaga
negara) vang melaksanakan tujuan - tupuan 1to, dan hubungan negara dengan warga
negaranyva dan dengan negara - negara ian.

Kelompok yang menckankan pengertian ilmu polittk pada pengambalan
keputusan antara lain: Joice Mitchell dan Karl W Deuteh” Menurut Joice Mitchell
poditik adalah pengambilan keputusan kalektif aty pembuatan kebijaksanaan umum
uniluk masyarakat seiuruhnya. Pengertian vang Odak jauh berbeda dibenkan oleh
Karl W Deutch, dikatakannya pelitik adalah pengambiian keputusan melaluf sarana
umum Perbedaan dan kedvanya hanya terletak pada ntik penekanannya, kalau Joice
Mitchell menckankan pada aspek owtput dari pengambilan kepuatusan  vaitu
kebyaksanaan umum, sedangkan Karl W Deutch menekankan pada surans vang
dipakai untuk mengambet keputusan.

Kclompok yang menckankan pengeriian polink pada aspek kebyaksanaan

gntarz lain David Easton vang menvaikan bahwa o politk adslsh studl
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mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum. Pengertian yang lebih nner diberikan
oleh Hoogerwerf, dinvatakan bahwa ohyek ilmu polmik adalah kebijaksanaan

pemerinlah, proses terbentuknya, serta akibat  akibatnya e

"! termasuk sarjana yang memberikan penekanan pada aspek

Hareld Lasweil
pembagian (distribution) untuk mengartikan poliik, dikatakannya dalam bukunya
vang berjudul Wio gers Whae, When ond How, palink adalzh siapa mendapat apa,
kapan dan bagaimana, Dan pengertian yang diberikannya, maka tampak Jelas bahwa
politik pada hakekatnya merupakan proses  kegatan  pembagian kekuasaan
Pengertian inl kiranya sangat jelas tampak dalam prakuk polink di Indonesia
Kelompok yang menekankan pada aspek kekuasaan {power) dalam mengartikan ikmu
polthk antara lain: Deliar Noer yung menvatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu
yahg memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama.
Walanpun secara tidak tegas dinyatakan, W Friedmaon'” dan David E Apter'™
ermasuk sarjatia yang meryatakan bahwa ilmu politk adalah ilme yang mempelajan
tentang kekuasazn

Dan pengertian tentang politik dan ilmu politik yang diuraikan di atas maka
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ilmu politik itu pada hakekatnya mempelajari
proses pohtik dalam suatu sistermn polink yaitu negara yang di dalamnya terdapat
unsur — unser, kekuasaan (power), pengambilan keputusan {decisfon muking),
kebijaksanaan (poliey, beleid), pembaman {(distriburion) dan alokasi (effocaton).
Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apa itu guod governamce dari sudut

mandang ilmu politik?
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Dari sudit pandang politik istilah yange dipergunakan adalah good poditical
sovernance unluk memaknai pengertian good governance dari aspek polittk, tanpa
mengikul  senakan aspek  ekonotm didatamnya."™ beranpkat dani  pengertian
soveraance seperl vang telah diuraikan di alas maka sceara sederhana dapat dipawab
bahwa dan perspektit ilmu politk, good governence foood pottcsl governoncg)
adalah pengendalian suatu proses ststem politnk (negaca) yang sesuat dengan pringip
— prinsip good govermance. Konsep good governance 1ta sendinn pada hakekainya
mermbawa adcologn hberal seperti apa vang diuraikan di atas. Liberaliszst yang
dibawa konsep good poversance i diperkuat oleh pernvataan Direcror Policw
Developmient And feview Duapriement [AF Jack Boorman dalam tulisannya vang
henudul “The Rofe of Yhe IMI in (Governanee fsswes: Guidanes Note” menyatakan:
* The IMF has encouraged. among others tinng, liberalizatmon of the exchange,
trade, and price system and the elimination of direct credit allocotion. "™ Penyebaran
liberalisme melalm konsep good governance melalul bantuan negara maju kepada
negara penenma bantuan juga dilakukan oleh pemerintahan Bush, vaitn dengan
mensyaratkan good goversarce untuk membenkan bantuan kepada negara lam
sepett apa yang dikatakan Paula Dobriansky {under secretary of state for Cfobal
ffairs}.

U fve key priciples of good governunce tal the Bush Adrunisiraiion

will use (o determine which courery will gualife for development

assistance under the millenmium chaffenpe dccownr? free and foir

elections; frodom of speech and press: independers judirary and the

ride of feow; freedom of speech and press! wbsence of corruprion: and
government imvesiment 1 hasic socil services good governance ferd
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Persoaian yang timbul kemudian adalzh ponsip  prinsip grood governarce
dari aspek politik {good pofitical guvernunce) itu apa saja ? Seperti dijelaskan pada
awal bsb ini ruang lingkup pood governance sangat luas dan aspek pohitik pun sangat
luzs sehingga unsur — unsur good goveraonce yang diberkan alsh masing — masing
pihak baik itu individn maupun lembaga berbeda - beda sesuar dengan
kepentingannya masing — masing. Darl sekian banyak variasi, Prega Ramsamy
dengan tepas menyebutkan dimensi politik good governance. Dnkatakannya

“the pofwical dimension s e sense in which the term good

governance is mast commonly used which implies the existence of o

multy purty system ond the holding of periodic elect wons.’™
Dengan demikian menurnut Ramsamy, dan dimenst polink good governance pada
hakekatnyz adzlah adanya sistem multy partai secara nyata dan Jdiadakannya
pemilihan umum secara teratur.

Mengingat konsep good govermance menipakan konsep yang lahir darl
whalogi hiberal, maka ada batknya dalam melihat konsep good governance dar
kacatnata liberal.

Keongres ke 31 Liberal Internasional yang diadakan di Budapest, Hongaria
pada tanggal 21 — 23 Maret 2002 mengeluarkan Resolusi good povernance agenda
hberal (Hesofurion “Ciood Govermance Fhe fiberal Agenda™) antara lain
dinyatakan:

“ The ltheral apenda for good governance focusses on Ferurning

puwwer (o individuals, separation of pawers.  decenmralizanon,

transpurency, ool and political righs, free trade, social marker
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economy, policy againts poverty and ienorance and the fight againts

LI E LI R e

Walaupun tidak dinyatakan sccara tepas bahwa lukus agenda terscbut adalah
merupakan Unsur - unsur good governonrce, namun kiranya dapat disimpuikan bahwa
kriteria wood povernance itu adalah sesuai denpan aspek - aspek vang diagendakan.
Dar agenda tersebut (erlihat jelas bahwa sood governance diarakan secara [uas.

Fokus Agenda Liberal tenlang good poverrunce tersebut di atas, adalab wujud
praod gavernaney serarg umum tanpa memandang apakah itu berlaku entuk negara
maju alau nepara berkembang yang sering disebut dengan dunia ketiga. Untuk dunia

1" vatu:

ketiga ada 12 kntena good governance dan perspeknf hibera

L. Human right and civil fiberties are enshivined in the constitution and safe
suard. Hak asasi dan kemcrdekaan sipll dthindungi dan diawr di dalam
konstitusi;

2. there is the rule of faw tncfuding indcpendent judhcrary, Adanya the rude of
law termasuk di dalamnya pengadilan vang bebas. Di dalam pengertian inj
juga dimaksudkan bahwa setiap warganegara metnpunyal akses pada sistem
keadilan. Hukum negara dihormat fermasuk ofeh penguass. Semua indfvidu
sepakal bahwa kerahatan diadili dan dijatuhi hukuman tanpa memandang
kedudukannya dalam masyarakat dan politik. Tidak ada pembedaan olch
karena etnis, aliran politik, sosial ekonomi atau gender

3. Electrons are free and far. Pemilthan umum yang jujur dan  adil

medsyaratkan juga bahwa hasil dan pemilu tersebut diterima, Di situ diartikan

Juga bahwa rakyat tmempunyal kesempatan untuk menyatakan kehendaknya
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dengan bebas. FHal i akan direllcksikan dalam komposisi dan keputusan
keputusan lembaga poltik negara. Pemilthan amum dimenionng aleh suatu
hadan yang indipenden;

4. Public represemtation are decemtable fo the public for thetr performanee and
their befioneror. Disini dituntut adanva tanggung jawab publik bagi perwakilan
publik 1erhadap petnampilan dan perilakonya. 1ial ini disyaratkan karcena
politisi menerima mandatnya berasal dan kchendak bebas pemilih dan
dibaigsi baik oleh substansi dan waktu Mer:ka menerima bahwa mercka
harus memad panutat dan ¢tka mercka selalu diawasi oleh masyarakar,

5. There ts an open and vigorows debare m socretv abonf the performance of
those in power, Adanya perdebatan yang semangat dan terbuka dalam
masyarakal tentang penampilan wakil - wakil mereka dalam melaksanakan
kekitasaan merupakan salah satu kniteria yang dipersvaratkan. [n dalam hal
ini juga diamanatkan kemungkinan adanya altermmanf — aiternatif pemecahan
vang didiskusikan secara bebas dan blak-blakan tanpa adagva tekanan dan
diskniminasi. Imi mensyamatkan adanya suatu pers vang bebas termasuk bebas
mengakses dalam media elekironik, adanya organisasi dan lembaga vang
bebas dalam  tnasyarakal madam, dan adanva penghormaran terhadap
perbedaan pandangan termasuk partai oposisi,

6. fhere 15 a clear separation af powers both theorv and in practice  disim
disaratkan adanva system checky gnd Bofunces sccara menveluruh yang
mengakibatkan tidak seorangpun berkesempatan umuk menyalahgunakan

WOWCTIENETVE
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7. There is separation between state and government, Makna yang terkandung
disimi adalah bahwa partai dan politisi yang sedang berkuasa sadar bahwa
mereka bukan pemilik negeri atau negara, dengan demilian mereka tidak
akan memperiakukan negara dan sumber dayanya sebagai uszha pribadi
mereka, dimana mereka dapat mengatur dan menghindari dan bahkan dalam
menggunakan kekuasaannya mengerti secara jelas tentang perbedaan antara
benda- benda privat dan bends — benda publik sera amara urusan — urusan
privat dan yrusan publik.

2. The governmem runs its own affairs und thus the country effectively and
efficiently. Disini disaratkan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya
secara cfisien dan efektif Diamanatkan juga bahwa sumber daya yang
menguasai hajat hidup orang banyak dipergunakan secara berkelanjutan,
biaya yang efektif dan cara yang transparan. Kebijaksanaan pajak diarahkan
untuk ketahanan dan stabilitas, anggaran belanja vang seimbang, mengurangi
pinjaman luar negen. Mereka mengikuti prinsip — prinsip makre ekonomi
yang diikuti oleh ikiim percaya diri dan kejujuran, yang pada giliranya
menggairahkan tidak hanya para investor Dalam maupun Luar Negeri, tetapi
juga para wajib pajak dan pemilih.

9. The performance of civil service is cost-effective, oulput ~oriented and works
in  accordance with modern management principles. Knteria tni berkenaan
dengan penampilan (perilaku} aparatur pemerintah yang efektif dengan
orientasi pada hasii dan bekerja sesuai dengan prinsip manajemen modem.

Kriteria ini juga mensyaratkan bahwa aparatur pernerintah dibatasi aleh
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hukum, memperlakukan warganegara dengan tidak memihak dan bekera
berdasarkan pada pola karier profesional Aparatur pemenntah  harus
bertanggungjawab kepada publik. Keputusan dan aktivitasnya harus
transparan. Ttdak ada 1oleranst terhadap kerupsi, kolusi dan nepotisme,

1) The people running the ecaoromy opérute according io their own rules,
condisitions and abjectives withow interfercrice from these in power. Kriteria
ini menyaratkan adanya kebebasan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan
ekonomi sesuai dengan aturan, syarat dan (Qjuan tanpe campur {angan
pemerintah.  Usaha dan inisiatif pihak swasta diderong melalni politik,
kerangka hukum dan ekonomi yang mendorong kornpetisi dan tanggung
Jawab masing — masing diantara pihak yang berkepentingan antuk seluruh
warga negara. Rakyat didorong untuk berdin di atas kaki sendin dan untuk
mengefar kebahapgizan sesual dengan cara yang dianpgap bajk Setiap orang
terlibat dalam bidang ckonomi dan dilindungi dar tindakan dan keputusan
yang sewenang - wenang dan pejabat publik. Menciptakan kebebasan
berkreasi bapi setiap manusia melalui debirokragsasi, menyingkirkan
hambatan bagi kreativitas individu

i1, The state guarantees faw and order withon the existing constitutional arder,
Dalam kriteria ini menekankan bahwa negara menjamin secara hukum dan
aturan yang ada dalam konstitusi, dimana hal ini ditujukan untuk menciptakan
iklim yang damai di dalam mana penduduk dapat menikmati keuntusgan dari
hasil kerjanya dan memetik hasil dari investasinya tanpa rasa takut pada diri

dan keluarganya. Kehidupan manusia, intepritas dan usaha swasts tidak dapat
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dicampuni. Bagi mereka vang tidak mematubn nilai - milar dan prinsip -
prnsip keesehut harus dituntut dan dihukum.

12 The approach of the gavernmens is developmental. Kriteria im merupakan
kritena terakhir yang mensyarstkan bahwa pendekatan yanp dilakukan
pemerintgh  adalah  pendekatan  pembangunan.  Dengan  pendekatan mi
diartikan bahwa pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya mendorong
kebehasan individu, menghommati hak -- hak asasi manusia, benntegrasd pengh
dalam masyarakat, penumbuhan ekonomi, kesempatan lapanpan  kega,
kesempatan yang lebih baik untuk semuz. melindungn bagn mercka yang tidak
mampu dalam pendidikan dan keahlian. Pemerintabh melakukan perbaikan
hidup setiap warga negara, tidak hanva di bibir, tetapi nyata dalam tindakan,
Pendekatan pembangunan tidak memperkenankan pemerintah memperkaya
diri sendiri, nepotisme dan kolusi.

Dan kntena good govermance menarut pandangan liberal tersebut, maka dapat

ditank heberapa kesimpulan:

Pertama konsep pood governanace pada hakekamya merupakan konsep liberal yang
disebarkan olch negara — negara bendeoleg hiberal, melalui bantuan keuangan
{pinjaman) baik melalui badan keuangan Internasional (Worfd Hunk, {445} maupun
melale bantuan  antar negara, vang  bertwjuan  unlek  menciptakan  suaty
kepemenntzhan yang haik (good governance) dengan mempergunakan pnnsip —
prinsip universal vang berlaku secara plobal, vang mengarah pada perangkasan
hambatan - hambatan iegislasi maypun regulasi oleh negara  negara dunia ketiga,

schingea teroipta suatu pasar bebas. Dengan terciptanva pasar hebas, maka dengan
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sendirinya akan memperluas pasar bagi produk - produk ncgara maju, karena
tiadanya lari hamnbatan vang hersifat normauf.

Kedus: apa yang dipersyaratkan {erschut diatas pada prinsipnya adalah apa yang
harus ada dalamn sualu pemerintzhan demokrasi, dengan demikian kalaw ditingau dan
sudut pandang ilmu politik yang mempelajari sistem politik (negara), maka good
gevernantce merupakan sarana untuk terciptanya suatu pemernintahan demokrasi. Tlal
ini sesual denpan pernyataan Iehlasul Amal di atas pada awal pembicaraan bab 1m
yang menyatakan hahwa pada hakekatnya good governanee merupakan konsep imu
palitik yang menggambarkan suatu masyarakat demokrasi, dan juga sejalan dengan
pendapat Paula Debriansky yang menyatakan bahwa: “the most busic und important
principle of good governance is that o nutwons poistical mstitutions be democrane”.
Dari pernyataan Paula Debriansky yang menjabat sehagai under secrefary of state for
global affair Amerika Serikat, kiranya dapat disimpulkan bahwa hakekat good
governance itu adalah demolaasi Pendapat ini foranya periu mendapat perbatian
mengingat posisi Amenka Sertkat sebagal nepara Adi kuasa dan polist duma
memegang kendali perpolitikan dunia saat ini,

Ketiga: di dalam prinsip good governance inli pokok yang terkandung adalah
mendorong partisipasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam segala hal
termasuk dalam perumusan kebiiakan publik dan penpurangan peran pemenntah
dalam peri kehidupan warya negaranya seperti apa yang cikatakan oleh Bintoro
Tjokroamidjojo, hahwa dalam good governance peran pemerimah tidak lagi

ST
dominan’ "
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Keempat: berkaitan dengan kesimpulan ketiga tersebut di atas, maka dalam konsep
gond governance pemerintah hanyalah merupakan salah satu aktor * government is
eme of rthe actors in pevernance™' sedangkan aktor — aktor yang lam tergantung
pada tingkat mana dan lingkup apa good governance dibicarakan. Darl perpekaif ilmu
politik, maka aktor — aktor tersebut adalah sopra struktur politik dengan scmua
jajarannya, infra struklur politik dengan sepala benluknya, dan rakyal dan segala
lapisan. Dalam bentuknya vang lcbik kongkrit aktor yang terlibat dalam mewujudkan
good governonee adalah: pemenntah (governmenr), sektor swasta {Privafe sector)
dan masvarakat sipil (el socieny) vang di Indonesia dikenal dengan konsep
masyarakat madani.

Kelima, (Good governance merupakan konsep vang ideal, adalah sulit vnmk
mencapainya secara utull, Sangat sedikit negara dan masyarakat yang ielah kampir
mencapai good governance '’

Bila kesimpulan tersebut disarikan lebih dalam lagi, maka good governance
mensejajarkan tiga pilarnya yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam
strata yang sama dalam penyelenggaraan pemernntahan, baik dalam perencanaan
maupun dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. Dengan kata lain konsep
inl disae sisl menckan peranan pemenntzh dalam kehidupan sosial politik dan
ekonomn tnasvarakat, dan disisi lain mendorong peranan swasta dan masyarakat
dalam berpartisipasi datam pengambilan kebijaksanaan pubiik. Dengan demikian
lerdapat hubungan yang sinergn antara ketiga pilar terscbut. Dilihat dari kacamata

global maka konsep itli ingin membentuk suatu masyarakat global, Bila hal ini tegjadi

maka pagar - pagar pengaman negara yang bersifal protektif melemah karema yang,
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berlaku adalah norma — norma global yang kemudian mewamai kehidupan demokrasi
itu sendiri vaitu demokrasi liberal Di dalam praktek keludupan demokrasi di
indonesia dewasa ini dapat dipakai scbapw contoh wajah buruk (bad fuce) dan
konsep good governance 1tu sendirl. Hal int dapat dilihat pada pentlaku berdemokrasi
masvarakat Indomesia yang cenderung memaksakan kehendak, dan melakukan
tindakan — tindakan anarkhis bila kehendaknya tidak dipenuhi. Tindakan masyarakat
karena ketidakpussannya terhadap praktek pelaksanaan pilkada yang sedang
berlangsung menunjukkan nuansa demokrasi Bberal dan ndak lagi menghermat:
hukum, sedangkan pemerintah tidak lagi dapat bertindak tegas karena dibayang olch
norma- nomma demokrasi (hberal) dan Hak asasi manusia global. Dengan demikian
dan praktek politik konsep good governance perlu dicermat dan perfu ditata sesuu
dengan kepribadian bangsa yaitu Pancasila, agar odak menjelma menjadi bad
governance. Untuk itu bagi Indonesia, konsep good governonce yahg menempatkan
pemerintah sejajar dengan pihak swasta dan masyarakai yang bersinergi dalam
pengambilan kebijakan publik, serta keputusan diambsl berdasarkan konsensus perlu
ditimjau kembali. Dengan kata lain peranan pemerintah dikembalikan sehagai supra
struktur politik yang mempunyvai kewenangan memaksa terutama dalam pengambilan
Keputusan publik untuk kepentingan umom. Ini berarti pula bahwa pola hubungan
antara pemeniniah, pihak swasta dan masyarakat kembak pada posisi semula yaitu
goversment bukan governance.
2. 2 Perspektif Hmu Manajemen

i dalam sub bab im dikaji tentang good poveraonce dari perspektif ilmu

manyemen. Walaupun demikign pengkajian tidak akan menukik tajam kedalam
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domein jlmu manajemen, karena titik sentral kajian adalah pada masalah good
governance, Oleh karenanva titik telak kajian berangkat dan pengerbian manajemen.
Dari kajian tentang pengertian manajemen diharapkan dapat disimpulkan unsur -
unsur manajemen. Berangkal dan hakekal manajermnen 1tulah good governance dikaji,
yang nantinya dibarapkan dapat methbenkan jawaban apa  sebenamva  pood
governance dipandang dan sudut ilmu manajemen,

Fenomena manatemen scbhenarnya sudah ada sejak lama. Peradaban kuno
pada bagian barat Mesopelamia dan tulisan — wlisan orang Mesir kuno sekitar (ahun
1200 Sebelum Maschi, menunjukkan sudah adanya pengetahuan seria pengguttaan
menzjemen unluk mengelolz soal — soal politk. Begity pula sefarah Yunani kuno
dan kerajaan Romawi banyak memberikan bukii tentang pengetahusn manajemen,
tentama dalem sidang — sidang pengaditan, praktek-prakiek pemerintah, organisasi
ketentarzan kesatuan usaha-usaha kelompok dan pelaksanaan otoritas’ >

Metoda yang dipergunakan pada masa ity adalah metoda yang bersifat tradisi,
dengan menconteh metoda para pendzhulu yang dianggap sukses, sehingga
perkembangan metoda manajemen pada saat i sangat iambat, hingga permidaan
abad ke dva puluh sast Jahimya Manajcmen imiah, vang dipeloport oleh para
wnsinyyr dibawah pimpinan Frederick W Taylor.'* Metoda vang dipergunakan
dalam manzjemen imiah sama dengan metoda ilmiah pada umumnya. Dengan
lahimya gerakan manajemen ilmiah, siudi mansjemen memasuki era baru menjadi
ilmu manajemecn, wataupun masik dipertanyakan oleh (icorge R.Terry vanp

mengusikan istilah prewdo ataupun istilah generts “ilmu sosial,™ ''?
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Pengertian manajemen vang dibenkan oieh para sarjana bervanasi, namun
dari vaniasi yang ada paling tidak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok
pengertian yaltu manajemen sebaga kemampuan, schagai usaha dan manajemen
scbagal proses. Safana yang mengartikan manajemen schagal suatu kemampuan
antara lain. Sondang P. Siagiasn dalam bukunya “ Filsafal Administrasi”
mengarukan manaemen sebagai; * kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh
sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegtatan orang lain."'®
Koontz dan O.Donnel mewakilt kelompok yang menvatakan bahwa manajemen
adalah sebagal usaha. Menurutnva manajemen adalah usaha untuk memperoieh hal-
ha! yang dikerjalan melalui orang lain'"’. The Liang Gie dan Georpe R.Terry,
mewakill kelompek yang mengartikan manajemen sebagai proses. Menurat The
Liang Gie manajemen adalah suatu proses yainy rangkaian kegiatan penataan yang
merupakan penggerakat orang — orang dan pengerahan fasilitas kerje agar wjuan

kerjasama benar-benar tercapai’'®

Menunt George R Terry manajemen adalah
scbuah proses yang khas yang terdici dari tindakan — tindakan: perencanaan,
pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentikan
serta mencapan sasaran-sasaran yang telah ditctapkan melalui pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber — sumber lain'" Bila dibandingkan pengertian yang
diberikan olch The Liang Gie dan George Terry, walsupun keduanya melihat
manajemen sebagal sualu proses, tetapi pengertian vang diberikan oleh George R,
Terry lebih rinci, karena di dalamnya dimasukkan jenis kegiatan dalam rangka
pencapaian tujuan, yang kemudian lebih dikenal dengan prinsip - PINIsip Manajemen

George R.Terry. Dan sekian sarjang yang disebutkan di atas hanya George Terrv
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yang memberikan pengertian tentang ilmu mangjemen, yaitu suatu kumpulan
pengetahuan vang disistimatisir vang dikumpulkan dan drierima schubungan dengan
pengertian tentang kebenaran — kebenaran universal mengenai manajemen '™

Dari pengertian manajemen vang diberikan oleh para pakar tersebut <h atas |
maka dapatlah disimpulkan bahwa ruang lingkup manajemen itu sangat juas, attinya
manajemen hisa terjadi di setiap jenis organisast baik itu formal {dalam bentuk suaw
badan hukum} maupun informal seperti keluarpa dan juga bisa tejadi dalam
Organisasi prival maupun organisast publik. Dan pengertian menajemen 1 pula
dapat ditank unsur — unsur manajemen sebagai berikut:

l. Adanya keasama antara pihak - pihak yang terlibat dalam proses

2. Adanya perbedaan kedudukan para pihak (pihak yang menggerakkan dan

pihak yang digerakkan)

3. Adanya tujuan vang hendak dicapai

4. Tujuarn itu telah ditentukan sebeiumnya

5. Pencapaian hyuoan jtn mempetginzakan orang lain

Walgupun ruang lingkup manajemen demikian luas, bila dilihat dari proses
pertumbuhannya, sebagai contoh lahimya gerakan manajemen ilmiab, maka
penekanan yang menjadi obyek bahasan adalah manajemen pada perusahaan —
perusahaan swasla (corporate) bukan pada perusahaan milik negara. Dalam kaitannya
dengan pembahasan good govermance dan perspektif manajemen, maka pood
governanmce yang menjadi obyek kajian adalah good governance dalam aspek privat,
yang lebih dikenal dengan istlah Cood Corporate Gavernance. Seperti diketahui

bahwa peod (Governance dapat dibedakan atas dua macam vaitw good governace
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vang diterapkan pada hirckrasi pemerintahan yang disebur denpan geod government
gonvernance dan good governamce vang diterapkan untuk perusahaan  perusahaan
swasta yang disebut good corporate governance,™’

Seperti halnya pengertian good governance, Wydld pengertian corpordic
governdnce, Juga sangat bervanasi, hal ini disebabkan karena perbedaan penckanan
pengertian terhadap corparare povernance oleh masing - masing sarjana atau
lembaga. Dan varniasi yang ada paling tidak ada hma  kelompok penekanan
pengertian. Pertama kelampok yang menekankan pada aspek hubungan, antara bajn:
OECD (Qrganzation for Economuc o-operation and [ evelopment)'™ dan 1man
Sjahputra Tunggal”' OFECD membenkan PCNrerlan  corporaie  ROUvertanse
schagai * sekumpulan hubungan antara pihak menejemen perusahaan, broad {dewan
direksi) dan pemegany saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan
perusahaan”  Pengertian  yang dibenkan oleh Imap Sjabputra Tunggal
penckanannya sama pada aspek hubungan tetapi hubungan itu febih menckankan
pada argh dan pengendalan kinerja perusahaan. Dikatakannya corporare governance
adalah  hubungan antara stakeholders (para pihak yang berkepentingan) yang
digunakan untuk mencntukan arah dan pengendalian kinera suatu perusahadan.
Kedua kelompok yang menekatikan pada aspek mekanisme, antara lain disampaikan
oleh Ernst & Younng vang memberikan pengertian corporate governance sehagal
“sekumpulan mekanisme vang saling berkaitan vang terdini atas pemepang saham
institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan
kinerjanya, pasar scbagai pengendall perseroan , stukmur kepemilikian . strukiur

keusngan, mvestor terkait dan persaingan produk'™. Ketiga, kelompok yang
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menckankan pada aspek proses dan struktur, amtara lain disampaikan oleh Emil
Salim, dalam tulisannys yarg begudul “Good Governance dan Masyarakat Warga™
dalam Media Transparansi Edisi {5 Desember 1999, dinyatakan corporate
governance adlalah proses dan souktur yang digunakan untuk mengarahkan dan
mengelola perusehagn  dalam memngkatkan kesejahteraan bisnis dan akuntabilitas
karporat dengan tujuan akhir mewujudkan milai - nilai jangka panjang pemcygang
saham sambil tmemperhitungkan kepentingan stakeholders lainnya, Pengartian yang
nyaits sama diberikan oleh Corporate Governarce Comittee of Singapore’™
dinyatakan:

“Corporate povernance refers fo the process und structure by which

the bussiness and affairs of the compeny are directed and monoged |

in order o ernhance fong ferm shoreholders  volue throwsh

enhanching corporaie performance and accouniability whilst taking

G aocourd the interest of others ™.
Daiam bahasa yang sedikit berbeda Eernard F Carmaody, dalam wlisannya yang
bequdul * Corporate Governance The Special Case of State Owned Frterprises ond
Frivatisation in indonesia” yang disampaikan dalam “Fhe Conference on {orporate
Gavernance and The Role of Independent Directors«{ ommussioners Insiitutues in
Asia” mengutip pehgertian carporate gowrrance dan Malavsian Finance Commitiee
on corporate governance, sebagai benkut:

“Corporate governance is the process and structure used o direct and

mandage the bussness and affairs of the company foward enhanching

bussingss praspority and corporate aocoumiability with the wtimare

obfective of redlizing long term shareholders vatue, whilse talung in 1o

uccount the interests of other stakeholders "

Keempat, kelompok ini menekankan pada aspek sistem.antarm lain

disampaikan olch Pat Barrett, AM dudior - General for Auserafm,
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dinyatakan | arparaie povernanee 15 the sesfem by whrch companics dre
directed wnd cumtrotied”™ Pengertian (ni lerovata sama persts dengan

L% Yames E.Post, Anne T. Lawren o

pengertian yang diberikan wleh OECD
dan .JJames Weber, dengan rumusan sedikit berbeda membenkan pengertian
corporale governancye scbagai =i any structurcd system of ollocanng power

ioa corparaion thar othertermines ow and by owhom the s be
mrerverned

Kelima kelompok yang menckankan pada aspek hukum antara lain dianut oleh
l3ank Dunia *** dan forum for € veporaie (overngace it Indaresia™ . Bank dunia
membenkan pengertian corporate governance 15 blend of fow, repudation ond
apprapridie villtary privale secior pracrices which enable @ corporation: to
attract financial ond himan capitul, perform efficiently, and; thereby perpetuate
riself by gencrating long- term econemic value for its shareholders and saclen as a
whole. Dan pengertian yang diberikan oleh Bank dunia tersebut tampak jclas
menitikberatkan pada aspek hukum yang memungkinkan suatu perusahaan
mengumpulkan modal keuangan dan sumber daya manusia, lampii secara
efisicn dan dengan demikian dapat menghidupkan secara terus menerus dirinya
dengan cara menghasilkan nilal ekonomi dalam jangka pamjang unluk para
pemegang saham dan masyarakat secara keselurzhan. Fenekanan aspek hukwn oleh
Bank Dunia kiranya mudah dimengerti karena dengan dimyasukkarnva unsur hukum,
maka bilamana terjadi masalah dengan pinjaman vang diberikan kepada ncpam

penenma pinjaman akan mudah penvelesalannva. Penulis dalam hal ini mengikutr
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pendapat kelompok Ketiga dengan argumentast bahwa hakekat goverssce i
adalzh suatu proscs
Nar penecrtian vang diberikan o atas Kieanva dapat ditarik angsar - anasir
dari penpertian corporufe moverRanee Cuing
1. Adanva proses hubungan
7 Hubungan ity adalah hubunsan antara aspek mlemal  perusahazan
(direktur, Tewan Komigans, dan pepawal) denpan aspek cksternal
perusahaan vait pada pemegany saham {sherrediokdors) dan stabelrfder
laienva;
3. Hubunpan terschut dilakukan dalam suatu sistemn mekanisme vang
tersirukiur burdasarkan hukumn dan peraturan yano berlaky
4 Proses hubungan wang  sistermatis dan  terstrukior  tersehot guna
menjalankan dan menpontrol perusahaan mencapai apa vang monpadi

Tujuan

M

Dengan terus berusazhz untuk meningkatkan nilal ckonomis para
pemegang saham dan stukehalder linnya,

Dan anasir - anasir pengertian corporafe governance tersebut dapat kitanya
ditarik suale pengertian vang lebibh komprebensil teatang corporare governunee
yaltu:

suatu  proses  hubungan  dalam suatu sistem mekamsme  vanp lersirukivr
berdasarkan hukum dan peraturan dalam mana perusahaan diyalankan dan dikontrol
untuk teroiplanva suatu perusahaan vanp  benangsunpiawab. mendorany

pencapaian tujuan kesejahteraan perusahaan dengan tetap herusaha metingkatkan
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nilai ¢konomis dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dan tetap
memperhatikan  kepentingan  para  pihak  vang  berkepentingan  lainnya
(stakeholders)”

Bila dilihat dari hasil kajiarn pengertian corporate governance seperti
diuraikan di atas, maka antara manajemen dan corporate goversarce tidak jauh
berbeda, dimana keduanya merupakan suatu proses menjalankan perusahaan untuk
mencapal twuan perusahaan, hanva saja terdapat perbedaan ruang hngkup
hubungarn antara manajemen dan corporafe governdance. Di dalam manajemen
hubungan hanva terjadi dalam skalz intern manajemen perusahaan, sedangkan di
datam konsep coerpsrare governance hubungan tidak sejz terjadi attarz intem
manajemen perusahaan {direktur, dewan direksi, karyswan) melainkan juga dengan
pihak - pihak di lwar manajemen perusahaan yaitu para pemegang saham
(shureholders) dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) seperti pemasak
bahan, konsumer, termasuk pasar. Dengan demikian dilihat dari aspek tanggung
jawab, maka tanggung jawab dalam corporate governance lebih luas dibandingkan
dengan tanggung jawab dalam konsep manzjemen, karena tanggung jawab dalam
carparate govérnance tidak hanya bertanggung jawab kedalam perusahaan tetapi
jugs bertanggung jawab keluar vaitu kepads para pihak yang berkepentingan
terhadap perusahaan, ini berarli pula terdapat perbedaan komponen atau unsur
antara manaremen dan corporate governance.

Menurut Pat Barrett AM. dalam tulisannva yang berjudul "¢ orporate
Governance More Than Good Menagement” dinyatakan bahwa komponen kunci

(ke components) dalam corporate governance baik privat maupon publik adalah:
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business planming, imternal conrrod  includmy risk madagemen!,  performatoe

monnorae and aocemnfaliity and refationsiups with sfakehofders, Jady kalau

dilihat dan komponen yang discbutkan tersebul hampir sama dengan prinsip -

ponsip manajemen perbedaannya hanva terletak pada hubungan baik dengan

stakehiolders. Komponen corporate governance yang lebih nnct disampaikan oleh

Krisnohadi Arivoto'' sebagai berikut:

1. corpuarafe geveriaice internal perusahaan
{unsur yang berasal dari dalam perusahaan)

4. pemepany saham

b, dircks

¢. dewan komsans

d. manajer

e. karyawan, serikat pekerja

f. sistem renumerasi berdasar kinetja
g komite audit

Unsur - unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan:
a. ketcrbukaan dan kerahasiaan

b. fransparansi

¢ Accouniahilify

d. Fairness

e, Aturan dan code of comduct

2, corporate governance ekstemal perusshaan

R

K.ecukupan undang - undang dan perangkat mukum
Investor

institusi penyedia infurmasi

Akuntan publik

[nsuiusi yang memihak publik bukan golongan
Pemben pimjaman

Pengesah legalitas

Unsur — unsur yang sclatu diperlukan i luar perusahaan adalah:
|
2. Fuirmesx
3. Aceountabiliy
4 Jaminan hukum

Aruran dan code of conduct

Dari komponen cerporufe governunce tersebut di atas dapat disimpulkan

bahwa umuk terwujudnya sualu corporaie governance memerlukan peran serta
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scmua pihak baik intemn perusahaan maupun pihak yang berada di luar perusahaan
lermasuk pemernintah sebapgmn fasiloator werwtama dalam penvediaan atugan hukem
vang dapat memberikan kepastian hukuot.
[M samping memiiiki beberapa komponen, corporare peecorfoioe L
menubko pinsip poensip sehaga benkut:
i. Perlindungan terhadap hak  hak pemepang saham (de roehiee of
shareheleders)
2. Perlakuan wajar terhadap seluruh pemegang saham (e cgusfaide
Freatment of Shreliokders)
3. Peranan stakeholders vang terkan dengan perusahaan (fhe eofe of
sterfefteafefors)
4. Keterbukaan dan transparanse { Jrecfovere and trangarencid -
3.0 Akuntabiliias Dewan Komisaris (e responsefriline of the boards)’™
Inuimpay dan aspek sejarah, munculnva 150 corporare povernwnue ditengah -
tengah agenda pembagunan internasional adalah setelah krisis kevangan di Asia
terutama di Asis Timur' . Schelum krisis investor asing dan para kreditur
menanamkan bermilyar — milyar dolar di Asia Tenggara tidak memperhatikan
corpordafe governance dalam perhitungan investaginva, Hal in disebabkan karena
negara — negara Ascan adalah negara-negara yang stabil dan dipmpin oleh
pemimpin yang kuat, dan memlokuskan pada pembanpunan ekonomi, olch
karenanya para kreditor dan para investor yakin bahwa dana vang ditanamkan akan
aman. Tetapl setelah terjadi krisis dan wenadi pemerintaban dr negara  nepara
Ascan memaksa para anvestor dan kreditor menpkayi wlang dasar keputusan
investasinya. Untuk Indonesia perhavan terhadap masalah corporaie roveraance

muneul segak terjadinya knsis moneter, vany secara fakiual mépunjukkan hahwa

liadanya eorperate governance merupakan faktor lerfadinva krisis moneter vany
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tidak saja menimpa perusahasn itu sendin wetapi juga berdampak pada pihak terkail
dt luar perusahaan termasuk konsumen, '™

Begitu gencamya masalah corporate goversionce diwacanakan di dunia
usaha mengundang suatlt pertanvaan, seberaps pentingkab keberadaan corporare
governance dalam suatu perusahaan? Th dalam sub bab perspeknf iimu politik
dijelaskan bahwa keberadaan good polittcal governdnce sangal menentukan
1erhadap lembaga-lembaga keuangan intermasional untuk memutuskan apakah suatu
nogara 1Mo patt dibanty maw tidak, denpan kata lain keberadaan good polieal
governance merupakan persyaratan uintuk dapar tidaknya negara tersebut diberikan
baniuan dana oleh lembaga — lembaga keuangan imtermnasionazi. Dalam konteks
corporafe governortce dampak yang ditimbulkan terhadap perusahan sangatlah
hesar sepert apa yang dikatakan oleh Hikmahanto Juwana dalam (ulisannya yang
bvenudul Corporgte (rovernance Scheme: [mplementation Issues from Legal
Perspective The Indonesion Experience” dikatakan: “corporate governance has
influenced greatly an companies, the board af direciors, board of compussinners
and shareholders in Incdunesio. The stokeholders are now given wider opporiunity
with the adopfion of corporeie governance AMdany helieve thrs will add value to
campany profesionaliom’™ Keberadagn corporate governgnce juga berdampak
pada minat investor untuk mengmamkan modalnya dalam suartu perusahazn vang
memenuhn unsur corporate governance  dimang investor berant membavar saham
lebih tingg: pada suatu perusahaan vang menjalankan corporate povernance seperti
vang ditulis oleh Nigel pavne dalam artikelnvg vang benudul e vefue of soud

corporaie governanoe T mehvajikan  hasil survey  vang  melipull negara -
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negara Hropa. Amerka Selatan dan Amerika tara dan Asia, salah satu hasilnya
menuniukkan bahwa lebah dan 8¢ persen investor menvatzhan beram membel
saham di atas harga nominal dan perusahaan vang dikelola denpan baik dan pada
perusahaan vang pengelolaannya jelek denpan kondisi kewangan vang sebanding '™
Kondesr mmi kiranva berlakp juga untuk korporast di Indonesia. seperti apa yang
dikatakan oleh Pzripwrna G Suparda dalam tulisannva sane berudul “Cromd
Crovernave fs fe Oy Buviess Fefucs O Alse Logad Reguremene? ™ dikatakan,
“fvesters will pone fuger stock s proce onlv of the company mplesicst
the pocnd corporate coversanee, Baxed on fhe MeRKmaer s seovey
reportedion e Astan Wall Streer Journal fune 2000 te readimess of
furenan ux well ay focal peeestor fo pav fggdfeer sfock prece s onfe 1f the
company ddopi e goad corparate governance, especillv iovard
fncdimestean companes
Dari hasi! penchitan vang desampaikan oleh Nigel Pavne dan Pariparna P
Sugarda tersebul di atas, jelas tampak arli penting suaty perusahaan metaksanakan
good corporafe povernance, tdak hanva karena dapat memingkatkan kemajuan
perusahaan, akan letapr Juga karena good corpordate governwioe meripakan notma
giohal dan merupakan salah satu fiang dan usaha unluk menciptakan good
govermanoe vang Juga merupakan persvaratan penting bagi lembagy Kevangan
iternasional dalam memberikan bantuan nya.
Pengentian puod curporate governgnee, sepertl halnya pengertian cerporafy
governgnce paling tidak ada 5 variasi penckanan penpertian. Pertama kelompok
vang menekankan pada sistem dan struktur, misalnva Nessel Nemi 8. Tangkilisan,

dikatakannva: G Corporare governcence adalah sistem dan strukiee untuk

menpelola perusihaan dengan twjuan unluk memngkatkan nilar pemepang ssham
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(sherehofders value) serta mengalokasi berbagan pihak vang berkepentingan dengan
perusahaan (sfekohofders) seperti kreditor, supflier. asosigsl usaha, konsumen,
pekeria, pemenniab dan masyarakat Juas' '™ Kedua kelompok vang menekankan pada
aspek  pengambiian keputusan, antara lain hasil Ciead Corporate Cravernatee
Workshiop Kantor dMencg PM-BUMN Desember 1999 menpartikan Cood Corporate
Civermance hal yang

berkaitan dengan pengambilan  keputusan  vang  efekuf, yang

bersumber dari budaya perusahaan | etika.ntlal, sistem, proses bisnis |

kehijakan dan strukiur arganisasi yang berfwiuan uniek  mendorong

dan mendukung pengembangan perusahaan: pengelolaan sunber dava

dan resiko sccara lebih cfisien dan efeknf. pc:rtanggung[j waban
Ly

perusahaan kepada pemepang saham dan sfakeftolders lainnva
Ketiga, kelompek yang menekankan pada proses dan strukiur, antara lain oleh
Tarcmio Nack Fxchnge Commuttes on Carporafe governance 1 Canacda (1994},
dinyatakan bahwa (food Corporate governunce adalah: © the provess und structure
wsedd fo direcy und manage the business and gffar of e corporation with the
ofyeetive  of anhancing sharefiolders valte, wirich meoludes ensuring Hhe fimacial

14w

wability of the business ™. Keempai, kelompok yang menekankan pada aspek
mekamsme, disampaikan olech Bacellus Ruru  dikatakznnva good corporafe
govermance adalah suatu mekanisme yang mengatur tentang tala cara pengelolaan
perusahaan berdasarkan rules yang mengunyn perusahaan, seperti anggaran dasar
SeTta aluran iemang perusibaan  dan aturan vang mengatur  tentang kegiatan

perusahaan dalam menjalankan perusahaannva. Dengan demikian good corporate

governunce bukan saja berkaitan dengan hubungan antarz  perusahaan dengan para
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pemtliknya (pemegang sabam) tetapl juga (dan terutamanya) dengan para prhak yang
mempunyai kepentingan dengan perusahaan (stuvkedolders)™
Kelima, merupakan kelompok yvang menekan pada aspek hukum, antara lain Bank
Dunia membenkan pengertian schagar benkut goad corporate governunce adalah
Kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong
kinerja sumber - sumber perusahaan bekerga secara efisien menghasilkan nilai
ekonomi jangka panjang yang berkesesuaian bunga bagi para pemegang saham
maupun masyarakat sekiiar secara keseluruhan'. Dari variasi pengertian vang ada,
penulis lebih cenderung themandang pood corporaie governance scbagai sugiy
proses hubungan dengan argumentasi bahwa walaupun pengertian yang dibenkan
penekanannya berbeda tetapi substansinya sama yaitu merupakan suatu proses
hubungan.

Sepert: Balnya good governance, good corporate povernunce jupa memiliki
beberapa prinsip. Prinsip - prinsip yang terdapat di dalam good corporare
governance tidak jauh berbeda dengan prinsip - prinsip yang ada di dalam good
governance, hal ini wajar karena good corporate governonce metupakan bagian dari
good governance. Prinsip — prinsip good corpurate povernance yang dibertkan oleh
para pakar dan lembaga relatif sama vaitu:

. Keadilan (fairness)

2. Transparansi (fransparency)

Akunabilitas {wecouniahiling

Lad

=

Tanggung jawab (responsibiiny'™
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Prinsip  prinsip vang sedikit berbeda terdapar di dafam Keputusan Mentert Badan
Usaha Milik Nepara Nomor, Kep-117M-MBU20G2 tentang Pencrapan Prakick
Crand {orporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam
pasal 3 nya ditentukan peinsip - pringip Crood Corparate CGovernanee sebagail berikut:

4. Transparans

t. Kemandinan

<. Akuntabilitas

d  Penanggunyjawaban

¢, Kewalaran (farrmess)
Perbedaan erlctak pads ponsip b (kemandirian), prinsip ind tidak dijumpar dalam
prnsip yang discbutkan terdahulu. Hal 1 mudah dimengertt mengapa prinsip
kemandirian ini ditekankan, karena prakick penvelengparazn BiUMN selama imi
sangal tidak mandiri, karena campur tangan pemeriniah sangatlah kuat, dan bahkan
BUMN diperganakan sebagai sumber KKN dan merupakan sapi perah pemerintah' ™.
Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengemuikakan informasi matenil dan reievan
mengena perusahaan. Kemandinan diartikan sebagal suatu  keadaan  dimana
perusehaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentimgan dan pengaruh /
tekanan dari pihak manapun vang tidak sesuai dengen Peraturan Perundang
undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip korporasi vang sehat. Akuntabilitas
vaimn kejedasan fungsi. pelaksanasan dan pertangungjawaban orpanisasi sehingga
pengelolaan  perusahaan  terlaksana  secara efekuf  Pemanggungjawaban  vabiu
kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang —
Undangan vang berlaku dan prinsip  prinsip korporasi vang sehal. sedangkan yang

dimnaksud denpan kewsgjaran adaiah keadilan dan keselamasan didalam memenuhi hak
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hak sfakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang -
undangan vang berlaku.

I3ar apa vang tclah dikaji tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa,
dari perspekul ifmu manajemen antara manapemen dengan corgorate gevernanee dan
bahkan good corporate governdance pada prinsipnya sama vaitu suatu proses dalam
menjalankan perusahaan, namun ada beberapa perbedaan, manajemen hanya melihat
dart kepentingan micrn perusahaan sedangkan kalau good corporare governance di
samping kepentingan intern perusahaan juga memperhatikan kepentingan pihak di
luar perusahaan (sakeholders) Demikian juga hubungan vang dijalin olch
perusahaan tidak hanya menjalin hubungan dengan komponen intem perusahaan atau
korporasi melainkan jupga dengan komponen ekstern perusahaan dan bahkan
lingkungan dan masyarzkal secara keseluruhan Dengan kata lain, ditinfau dan
perspektif ilmu manajemen, maka good corporate govermance adalah good
management dalam arti vang lehih luas dan kompleks, yang dalam pelaksanaanmnya
harus memperhatikan prinsip — prinsip geod corporate governance, seperti apa yang
dinyatakan oleh Pat Barrett, AM'" seorang Auditer — General for Australia dalam
CPA Sowth Autraa Ammual Congress 2000 & Adelaide, 16 Neovember bahwa
“Corporate governance More than CGood Management ™.

23 Perspektif Ilmu Hukem

i dalam sub bab int dika) goed pevernunce dari perspekiit ilmy hukum,
vang nantinya merupakan titik pijak pembahasan sclanjuinya motigenal  gersd
governuapee, [Dengan kata lain hasil kajian good governence dan perspekul ilmu

hukum imtah yang nantinva dipcrgunakan sehagar kerangka kerja dan sekaligus batn
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uji dalam menekap  hakckat sewodf gevermanee, termasuk untuk mengntukan apakah
suatu pemenmiah dacrah telab memenuhs keoena good goversance

Untuk maksud tersebul, kapian dimulai dan pemapacan fentang jenis  ems
trmu hukum, tapesan ey hokem, denpan menghindarkan perdebatan tentang status
keilmuan dmu hukum, karena penulis menzenguap perdebatan o udak relevan lag.
Pemaparan teotang jems dan lapisan dmu hukum mi penting, dimaksudkan untuk
menunjukan pada jenis dan pada lagisan ilmuo hukum mana good governance dikaji,
karena setiap jeryane keilmuan g thmo hukum mempurvai cara pendekatan yang
berbeda.

Philipus M Hadjon, dalam tolisannys yang berjudul = Penpkajian Hmu
{H{ukum Dopmatik (Normatif)” dalam membahas macam — macam iimu hokum,
merbedakan ilmue hukum atas [Imu hukum dalam arti sempit vang dikenal dengan
“ilmu hukum dogmatik” atau “ilmue hukum gocmatf dan Umu bukum dalam arti luas
yang dapat dil¢laah dan dua sudul pandangan yaitu sudut pandangan sifat pandang
ilmu dan dan sudut pandangan lapisan ilmy hukwm. Dari sudut pandang 1lmu
cdibedakan atas dea sudut pandang, vaitu sudut pandangan positivisme dan pandangan
normatif. Sudut pandang ilmu melahirkan ilmy hukem nomatit atay dogrmatik, dan
imu hukum empiris Sedangkan dari sudwi pandang lapissn lmu melahirkan {4
fapisan itmu hukum vaitu Dogmatika hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum, yang
kesemuanva iy untuk  mendukung  prabick  hukun " B.Arief  Sadharta,
menteriemahkan pengertian dogmatika hukum vang diberikan olch  Jan Gijssels
Mark Van Hocke dalam hukunva vane berjudul “wr i Neolusticore” hal 71

sebagar
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cabang dari ilmu hukum vang berkenaan dengan obyek- obyek
{pokok - pokok pengaturan) dam hukum dan bahkan dalam provek
terluasnva.  berkenaan dengan tata hukum {reciwsheste/)  dalam
keseluruhannya, menghmpun bahan-bahan terben yang relevan dan
mengolahnya ke dafam suatu perkataan vang koheren. dengan tujuan
untuk memperoleh pemakaman vang bebil baik dar penjelasan tunggal
entang pokok telaah vang diteliti, namuen  hal ite semala mata
berdasarkan pada sumber - sumber pengetahuan vang tersap dalam
hukum'""!
DHM. Mewwissen, mengartikan dogmatike  hukum  sebapar  memaparkan,
menganalisa, mengsistematisasi, menginterpretasi hukum yang berlako atau hukum
positif " Pengertian yany singkat dan lugas terrang dogmatika hukum diberikan oleh
Philipus M Hadjon, yauu merupakan ilmu hukum dalam ari sempit, titik fokusnya
adalah hukum pﬂsitif.”"".Pendapat Il scsual dengan pendapat J.LH. Bruggink, vaitu
bahwa dagmatika hukum adalah iimu hukom dalam arti scrmpit, hanya saja Bruggink
mengkaitkan dengan mata kuliah pada Fakultas Hukum, dinyatakannya bahwa
dogmatika hukum mecrupakan bagian utama pengajaran pada takultas —fakultas
hukum yang terwujud dalam cabang - cabang-cabang pokok seperti: Hukum Perdata,
Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Adpnnitrasi, '™
Teon Hukum merupakan meta icon dogmatika hukum yaitu svatu teori veng
di dalamnva suatu teori lain direnungkan.” Bila ditelusuri dari sisi sejarah
perkembangannya, Teori hukum timbul sekitar abad kesembilan belas, dimana pada
masa Hu hmbal sualu keburuhan pada suatu disiplin hukum iimsah positt yang
berada diantara Filsafar Hukum vang sangal abstrak dan dogmatika hukum yang
sangat iekmikal. Semangat untuk menciptakan suatu teori hukum diilhami aleh

keberhasilan ilmu - 1lmu positil dan metode - metode vang dipersunakan oleh ilmu

— ilmu uu, orang berharap akan mampu sampai pada penguraian secaca imiah cini -
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¢iri {unsur — unsur) hakik: dan hukum positif dan dari tatanan - tananan hukum
positif yang sama pada semua tatanan hukum. I’cndekatan pada gejala - gejala
tukum ini disebut “ajaran hukum wmum ™ algemene recfusicer, algemene rechifelire,
general jurisprudence, theary gererale de droify'™ Dalam perjalanan abad dua puluh
Teoid Hukum timbul dari Ajaran Hukum umum, Hans Kelsen dapat dikatakan
sebagm sajah seorang peletak dasar  Teori Hukum."’ Dengan demikian dapat
disimpuikan bahwa Teon hukum merupakan ilmu cksplanas: hukum yang sifainya
interdisipimer. Eksplanasi dalam teori hukum sitatinya eksplanasi anahus sedangkan
dalam dogmatika hukum tncrupakan cksplanast teknis vundis dan dalam bidang
filsafat merupakan eksplanasi reflekiif ™

Filsafat hukum merupakan cabang tertua teori hukum dalam art buas, oleh
karepanya fllsafat hukum merupakan induk dan semua disiphn yundik, karena
filsafat hokem membahas masalah — masalah vang paling fundamental yang timbul
dalam hukum. Filsafat hukum adalah filsafat umum yvang diterapkan pada bukum
dan gejala hukum,'* seperti apa yung dikatzkan oleh Jam Gijssels dzn Mark Van
Hocke daiam hukunya “Wear v Rechisreorie” pada halaman 33 ~ rechtsiosafe s

ulgemene filosofie toegepast op her rechi of op rechtsaverschinseten ™™

. Pengertian
vang dibenkan oleh Jap Gussels dan Mark Van Hocke tersehut schada dengan
pendapat D.HM. Meuwnssen vang mengatakan bahwa™ fiisafat hukum adaiah
filsafal, karena itu ia merenungkan scmua persoalan fundamental dan masalah —

masalah perbatasan yanp yang berkaitan dengan gejala hukum'™

Dalam kaitannys
dengan lapisan 1lmu hukum, maka filsafat hukum berada pada \ataran vang paiing

tinggl Memimam konsep Meuwissen tentang meta ieord. maka filsafal hokum
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merupakan meta teon, teort hokum {dalam arti sempit) dan karena teort hukum
{dalam arti sempit] merupakan mela teori dogmatika hukum, maka filsafat hukum
merupakan meta-meta tcori dogmatika hukum. Karena filsafat hukum tidak memiliki
meta disiplin diatasnya, konsckuensimya adalah filsafat huekum bares melakukan
penelitian sendm terhadap gejala -- geyala vang berkartan dengan karakter ketlmuan
dan metodotogi dan filsafat hukum. Oleh karenanya filsafat hukum harus melakukan
perenungan dint (Ceffreflecne), dalam mana pemikiran spekulatif memepang peranan
penting dan merupakan karakter filsafa hukum'™

Dani paparan di atas dapat disicapulkan bahwa llmu hukutn pada prinsipnya
dapat dibagn atas dua macam yautu [lmu hukum dalam art sempit vang disebut juga
dengan dogmatika hukum, dan ilmu hukum dalam arti luas, yang dapat ditinjau dani
dua sudut pandangan yaitu dan sudut pandang ilmu yang melahitkan ilmu hukum
normatif dan dmu hukuet empirk. Dari sudul pandang lapisan ilmu melahirkan tiga
lapisat: ilmu hukurn yaitu: dogmatika hukom, teori hukum {(dalam arti sempit) dan
filsafat huboum.

Perspalan vang harus dijawab kemudian adalah bagaimana ilmue hukum
memandang good governance, atay dengan kata lain dimana letak good governance
dalam kerangka ilmu hukum, apa dan bagaimanz wujud good govertrance menurut
pandangan 1lmu hukum. Untuk itu dalam kajian selanjutnya disajikan padanan istilah,
pengertian, dan pnnsip — prinsip good governence yang merupakan konklusi dani
hasi} pembahasan good governance yang telah disajikan dalam Bab . Sub-bab 1 dan
2 pada Bab 2. Hai ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi penguraian vang tidak

ehsien.
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Peristilahan vang diperpunakan untuk pomd sovernance seperti didraikan
dalam Bab | sangat bervariasi. dari hasil bacaan pentlis paling udak terdapat 7 {(ujuh)
istilah '™ dalam kaitannya denpan disertasi ini wsnlah yang dipergpunakan adalah
“kepernerintabun vange baik” Vanasi tidak saja terdapat di dalam istilah, tetap) juga
untik pengertian goed penvernance. Variasi terdapat pada penekanan, paling tdak
terdapat lima variasi penckanzn yaw aspek hubungan; aspek mekanisme, aspek
prases dan struktur, aspek sistem; dan aspek hukum. Dari sejumlah variasi penpertian
vang ada, pada pnnsipnya menunjukkan adanya swatu proses dalam pengertian
konsep god governance tersebut berdasarkan atas kenyataan itu maka dalam
disentasi mi gennd poverngnce Jiartikan dalam art proses, yallu suatu  proses
penvelengparaan pemenntahan berdasarkan pada mekanisme aturan dan pnnsip -
prinsip tertenly datam rangka mewyjedkan suatu pemenniahan yang haik .

Prinsip - prinsip geod governonce variasinga lebih leas lag kalau bolch
dikatakan spektakuler, dan hasil kajian vang penulis lakukan paling tidak terdapat 43
prinsip'® dari 22 sumber, baik i perseorangan mavpun lembaya. Dan prinsip —
prinsip yang dikemukakan (erdapat kejummbuhan prinsip vang dikemukakan antara
genus dan spesies, artinya antara genus dan spesies dicampur. misalnva prinsip
demokrasi dengan partisipasi, pemilu vang bebas, prnsip the rufe of faw dengan
kepastian hukum.

Scbagai gambaran inlensitas pemunculan masing — masing prinsip dibawsah
i disajikan hasil tabulasi dalam hentuk tabel, Dalam tabel dimunculkan 3 jems
papulasi {N) vaitu © W= 43 (jenis prinsip ) N= 23 (jumlah pember prinsip) N~ 139

(jurn]ah pemunculan prinsip) dengan dermkian namtinyg terlihal proscntase uniuk
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masing — masing prinsip dalam tiap populasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel

di bawah 1ni.

Tabel 2.1 Proscotase rata-rata pemunculan prinsip good governance

Na I_}rin:-:ip .l TTN=43 [ N=23 | N= |
| (%a) (%) ] 139
. R 4 %)
H Transparansi 1 14(32.6) {60.9) !I {10.1) |
.| Akuntabilitas : ! |
i 2 |Partisipasi I G (20.9) (39 T_T 6.5) |
"3 | The rulz of law T 7(16.3) (318 ! (56)
| (fa g Tasy | ole )68
4 | Efisien 6{13.9}) (26,1} I (4.3}
5 Perlindungan HAM; Kebebasan 4 (9.3} (17.4) A
bicara/pers; kepastian huakuem :’
[ 6 Demokrasi; Rev pasar; Orientasi !
padz pembangunan; Pemilu yang 3(74) (13.1) {2.2)
bebas; Pengelolaan SDA; efekaf ; i
profesionalisme; kebersamaan
7 | Fairness; Peradilan yg indipendent;
efektif, responsibifity, larangan
bertindak sewenang — wenang,
kecermatan; detournement e 2(4.7) {8.7) (1.4}
i powvair, kompetensi; kompetitif
[ pasar, tidak adanya korupsi,
!1 separation of power, '| | ]

Dari tabel di atas tampak tingkatan pemunculan dari masing - masing prinsip yang

ada. Masih ada 25 prinsip’™ vang pemunculannyz hanya satu kali sehingga kurang

relevan untuk ditampilkan. Prinsip — prinsip good governgnce yvang muncul dalam
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tabel dapat dippfah dulan beberapa aspek vanw aspek polink, hukum tenmasuk di
dalamnya peclindungan FIAM. chonomu, sosial dan Legtkungan hidup,

Prinsip - prinsip dani berbapal sumiber tersebut adalah pninsip prinsip vang
bersilal umum, astinya tdak adst sumber vanp seeara jelas menyebutkan poinsip seoed
sovermenor dan aspek hukum, kecoali GUHL Addink dalam talisannya vange berudul

“reneral Prociple of Coed Cravernance Under GALA " Addink maembagl prensip
aecnd governance atds dua bagnan yailu prinsip yang bersifat substanove yang terdin

dan .

I, Prevfudatron of the puswese of power [larangan penyalahgunaan kekuasaant

2. fhe prmciple of  profeiniion of  arbifrariness or o principle of
reasovertbfenes {prinsip larangan bertindak sewenang  wenang atao
prinsip kelayakan)

3 Phe principle of legal cortamiy (prinsip Kepastian hukum )

4. The prcepte of contidence (prinsip Kepercayaan)

3. The principie of eqrcfify {Prinsip persamaan)

0. Fhe pricoipde of proportiosacdife (asas keseimbangan)

Prinsip prosedural terdir atas.

Lo Prmgiple uf carefidness {prinsip kecermatan)

& Frmcipfe of regsormg (prinsip alasan yang baik)

Pransip — prinsip vang dikemukakan di atas tidak ubabnya dengan afeemense
hegmselen van behooriygk hestutir glay Prmcegple of proper admmstration vang di
[ndonesia dikenal dengan 1stiah asas  asas umum pemerintahan vang bak {aauph)
seperil apa vang disampaikan oleh Philipus M Hadjon dalam wlisannya yang
benudul ™ Asas - Asas Umum Pemerinizhan Yang Bak {afizemene beponefen vun
fohtooriph Bestar '), dikatakannva bahwa dalam vunsprudensi AROBE (peradilan
administrasi Belanda) asas vang terkenal meliputi:

1. Asas perimbangan (siomvermysdes el y

2. Asay kecermatan {Corgvaldiitewdsbessomed )
3 Asus kepasuan hukum CreefeszokerdierfAcsiisels
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Asas kepercayaan atay asas menanggapi harapan yang telah ditimbulkan
{vertromwensheginset of fegmsed vas op gewekfe vernacfnpen)

Asas persamaan (el wsheginsel)

Asas kescimbangan (evenredigheldshegitiel )

Asas kewenangan {fevoegherdsheginsed )

Asas fair plav (Aeginsel van fur plav)

Larangan detournement de pewvorr (et verbod detournement de pomvor)
(. Lavangan bertindak sewenang — wenang (Aer verbodvan willeketwr)

= D

lni berarti babwa status asas - asas umum pemenntahan vang baik sebaga
atutan hukum yang ndak 1enulis berubah menjad: atumn hukum ectuhs, karena
masuk dalam Awb {(Afvemene wer bestursrechs) pada tahun 1994, awu GALA
{reneral Admutistrative Law Act). DU Indonesia asas - asas wmum pemerintahan
yvang bmk muiai dikenal sgiak tahun 1953 melaiur buku G.A. van Poelje vang
dilenernahkan oleh B. Manog Reng Say dengan judul “Pengantar Umom Hot
Pemerintahan™ namun kurgng mendapar perhatian &1 lingkungan hukum adminisirasi
Indonesia'™. Baru kemudian Asas -- asas Umumn Pemerintzhan Yang Baik ini mlai
populer melalut buku Kuootjoro Purbopraneto berjudul “Catatan Hukum Tata
Pemerintahan dan Peradilan Administrasi  Negara.™ Dalam buku tersebut
dikemukakan 13 asas vaitu:

Asas kepasitan hukum (principle of fegoef cerfamnn}

Asas keseimbangan {principle of propurtionafiy)

Asas kesamaan (dalam mengambil keputusan pangreh) principle of

Cepuaf iy

Asas bertindak cermat (principle of curefidness )

Asas motivasi untuk settap keputusan pangreh (priscgnde of maofivaiton)

Asas Jangan mencampuradukkan kewenangan (pritciple of ron misuse of

Cemtpeferes)

7. Asas pormainan yang iavak (prmcipe of fair play)

8, Asas keadilan atau kewajaran (priviciply of reavonablencss of profbetion
af Gehitraneas)

9. Asas menanggapi penghurapan vang wajar (prmcipte of meenne roisad

e e )

Lid Bl -

o b
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i0. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal {pramciple of undomg
the conceguences of an enmifiod decision)

I1. Asas perlindungen atas pandangan hedup (cara hidup} pribad: {(priecipfe of
profecting the personal way of ige)

12, Asas kebijaksanaun {xugpicmnio)

13, Asas penyclengpgaraan kependingan umum (proncide of pubiic serviee)™

Untuk mendapatkan pemahaman vang benar tentang asas - asas umum pemenntahan
yang baik yang dikemukakan oleh Kuntjore Purbopranoto lersebut. perlu kiranva
memperhatikan catalan vang dibertkan olch Phitipus M Nadjon berkenaan dengan
asas — asas {ersebut, yaitu:

. Asas no.l sampai dengan 11 adalah terjemahan dan kuliah - kuliah
almarhum Prof K. Crince le Roi pada penataran lanjutan Hukum Tata
MNegara dan Hukum Tata Pemenntahan di Fakultas Hukutm Universitas
Adrlangga pada tahun 1976

2. Asas no. |12 dan 13 adalah tambahan dari Prof. Kuntjoro Purbopranoto

dengan maksud bahwa kedua asas tersebut adalah khas Indonesia

Uraian Prof. R Crnce i.e Roi tersebut berdasarkan yurisprudensi di

Belan::?; sebelum AROB, karena AROB baru mulai ditzrapkan sejak tahun

1976.™

:..-J

Dalam hukum positif, asas — asas umum pemernintshan yang baik dapat
ditemukan di dalam Tap MPR Ne. [VAMPRA1999 tentang Garis - Garis Besar Haluan
Negara 1999-2004, walanpun tidak ada pasal yang secara tegas menyebutkan asas —
asas pemenntahan vang baik, tetapi secara substansial khususnya dalam Maksod dan
Tojuan; Misi; Bab IV Arah Kebijakan bidang Hukum, dan Penyelenggara Megara,
tersiral asas - as5as umum pemenntahan yang baik. Undang - Undang No. 25 Tahun
2000 tentang Propenas {Program Pembangunan Nasional) Tahun 2000 - 2004 dalam
Bab 11 huruf B Priontas Pembangunan Nasional angka 2 Mewujudkan Supremasi
Hukum dan Pemerintahan yang baik. Ada dua hal yvang memadi priontas vaito

4, mewijudkan supremasi hukum dengan upava:
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 lepislast (penvempumaan  dan pembaruan peratusan porundang
undangan
*  Purherdavaan iembaga peradifan dan lembara penceak hukum laionnva:

*Pemngkatan ettha penvelentuara negara agar mematuhie hukum

Fembenlukan hudava taat hukum
b, Mewujudkan Pomerintazhan vang Bak

*  Penepakan hukunt dan HAM

Feminghatan kesejahierzan masvarakat

*  Pemngkalan pengawasan masvirakal

* Pemberantasan prakilk KKN

* Pembenahan kelembagaan dan raa [aksang pemenniaban, baik di pusat

maupun Ji dacrah

*  Penyesualan jumiah PRS

=  DPeminghkatan kapasitas sumber dava penvelenpeara negara, apar mampu

membenkan pelavanan yang optimal kepada masyarakat.

Dilithat dari derajat peraturan perundangan vang mengatur dan perumusannya,
jelas tampak bahwa schaman masih berada pada tataran kebijaksanaan {fedicy). dan
schagian telah diatur dalam bentuk undang  undang khusps sepertt masalah Korups
Kofusi dan Nepohsme (L1 No 28 Taghup 19991 Peraturzn Pemenintah R1 No. 68
Tahun 1999 tentany Talz cara Pelaksznaan Peran Sena Masvarakal Dalam
Penyelengparaan Nepara, HAM (LT No 3% Tahun 1999), Pengadilan TLAM (11T No.
26 Tahun 20080, Pemberantasan Tindak Mdana Kosupsi (0 Noo 20 Tahun 2000

Kamist Pemberantasan Tindak Pidana Korups @ 0L Mo, M Talhun 20023
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Walaupun asas  asas umum pemerintaban vang baik belum diator secara
rinci seperh di Belanda dalam Awb {Afgemene wet besiwtirsrecht ) namun di dalam
praktik  peradiian tata usaha negara di Indonesia, telah banyak yurisprudensi
menyvangKul aauph drantara agupb yang tefah diterapkan, yang paling senng adalah:

» [arangan penvalahgunaan wewenang

*  Larangan bertindak sewenang — wenang

* Larangan diskroninasi

*»  Kecermatan

*  Keseimbangan {Wﬂrt:r[:n-f:l'sit:rrtal}lMl

Dalam perkembangan sclanstinya dalam tulisannya vang berjudul frincipfes
and Criveria for the Admimisiration (20037 GH Addink mengemukakan pnnsip -
ponsip gooed governance sebagai benkut:

. Principle af proper adimnistradion (as2s - asas umum pemerintahan yang
layai ) yang terdir] dar] 8 aspek sepeni 1ersebut di atas)

Frinciptes of public participation
FPrinciples of transparant adwinisirarion
Principfes of fluman rights adiminisirarion

Principfes of uccoumsiaile admirsirarion
. . L o . B rl
Principle of effecirve admirisiration'™

B b b

Dengan demikian menurut GH Addink terdapat 13 prinsip good governgnee yany
bisa berbentuk hokum tidak teruhs dan hokum teulis. Dalam tubsannva vang
herjudul  “Principles of good governance New Development in Good Governance
criterta i the buropean Dinrr and on i Methorlonds ™ dinyatakan balwa prinsip
foond poveraance yany ash Belanda adalak:

{0 Fhe rule of law fdars Kk ke donokratin)
2 Proper adennisivation
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Frubfie purticipolun
Fronspearent cdiiisis(FuLion

[ R 5—'}

Frnin Frsfs eednnnisdration

O Accentatey c.r{.l'r.'rmn.xH';..'J'If_uln ol

7. Fiective adnbirisivaient
Prinsip keenam dan kotwjul di atas adalab pnnsip baro, Dan apa ving disempakan
oleh GH Addink terschun tampaknyva antara gewad gerversmee dan provcgdes of e
proper admonsiration {aaupb) adalab sama, harena dikatakannya bahwa prinsip
pringip good goversance merupakan koddikas) dan pnnsip prinsip pemerintihan
vang hatk ditambah dengan prinsip  prinsip barn. Kesamaan antara prinsip - prensig
good governanee donpan pnnsip pnnsip pemcnntahan vane baik diakw oleb
(. H Addink pada saat membahas tentang terminobeg:, penubisan antara Keduanya
sejmjar Mrincgples of proper Admnstraiion Prnciples of covd poverngnee’ . 1 cbih
lajut chikatakan di dalam forom @nvs jawab kettka menyampaikan studium general di
Fakuhas Hukum Universitas Udayana pada bulan September 2005 dengan tegas
dinyatakan bahwa prinsip asas - asas umum pemerintahan vang lavak (principles of
proper admimsiration) adalah sama dengan prinsip — prinsip goed Devertancs,
bahkat dikatakan prinsip - prinsip gocd goverstorce morupakan koddikas) darn
prinsip pemenintahan vang layak principles of proper adninistration )

Benulis ndak sependapar dengan GLEHlAddink vang menyvamakan ponsip
prinsip good governonce dengan prinsip - prinsip pemenntahan vang baik dengan
argumentas) sehapai berikut Pertama dinmpau dan asal nyva, konsep prenciples of
proper edmmrstrotion vang  selanjuimvg  disebwt denpan asas asas umum
pemeninlahan vang baik  berasal dan prakok  pelaksanaan pemenniihan  yany

dikembangkan bath melalu penukiran pemikivan teorink para akh hukum Belanda
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maupun darl putysan  putusan pengadilzn atay mahkamah agung: Belanda dalam
hentuk vurispredensi’ . sedungkan konsen g gaverneeye merupakan konsep vang
dipopulerkan oleh Bank Duonia (World Bank) vane dipergunakan sehag prasvara
dalam pemberian hantuan keuanpan Kepada neeara negara recipient {penenmi)
dana. jad bukan konsep vang tumbuh dari suatu gegara terente. melamnkan konsep
yvang dibawa dari luar dalam hal 1m World Bank dan lembara  lembaga kewainyan
intermnasimal lainnva (Bank Pembangunan Asia (lsren Develepnione Bk QBRCE.
CINEIE. dan IMF) vang dipaksukan mrasuk kedalaan titgnan neparg pemnam. Keduog,
asas  asas umum pemerintahan vange batk faauph) berada dalam ranzh hukoem
(normatr) sedangkan konsep wood gavermance beradn dalam ranah palink. Ketrga
pendekatan ditam asas - asas umum pemenntahan vang baik adalah A fighe Poased
Aprroach yailu sualu pendekatan yane menekankan pada pertlindungan hak asasi
manusia’ ", sedanghan pada pood goversonce pendekatanmya adalzh pendekatan
polink moneter. Keempat lujuan asas - asas umum pemenntahan vane baik adalah
untuk menciptzkan rambu — rambo hukem barl pemenntabh dalam melaksanakan
tugasnva sesudi dengan kultur banpsa vang bersangkutan, sedangkan prinsip  panstp
sond governanee bertujuan untuk menciptakan suate pemerintzhan vang demokratik
sesual denpan pnsip - poansip ietteniu (liberalisme) vane bersifar umversal dan
teoritik. Disamping 1ty ada tyuan vang tersembunyi dibalik Xonsep grooef goversartes:
adalah agar terciplanya suatu pemenntzhan demokeatik discluruh duma sebagai
akihat kalahnya ideologn kamunis pada akhir perang dingin. Denean terciptanya suatu
pemenniahan vang scsuai dengan prinsip  prinsip godged goversanee merupakan

ramman bagr lembaga - lembaga keuanpan antemasional bahwa dana sane telah
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mereka kucurkan akan dapat kemball dengan selamat. Dengan demikian seperti apa
vny tedaby penudes sampatkan di dalam sub bab 1, Japat dikatakan bahwa wpuan wiand
viveraunce adalah lberahisasi datam duma pasar modal, ckonom dan perdaganean
Jdun entunyy pemennlahan.

[Dan paparan wnlang iline hukum dan konsep peod covertaios VANE tCrural
di atas, dilihan dar sisi lapisan Umu hukum substans o goversane: berada daiam
tataran teon hukum. karcna vang dikap adalab prinsip atag asas - asas vane bersitat
urmaversal, namun dalam komeks penulisan disertas e goaodd goveracnce didekan dart
dogmartika hukim, sesuai doengan perspektet kapan vang telah disehutkan daiam Bab |
vailu god govermamce dart perspektl huhom adoinistrast, Farena  good sovermmce
didekatl dan ataran dogmanka hukum, maka konsckuens: logisnya  dalam
pengkajiannva harus berpijak pada hukum positif vang ada. llukum posiuf yang
naling dekal dengan permasalahan good povernunce dalam pengeriiannya schagai
proses adalah hukumn Tata nepara dan Hukum Administrase. Hal im dapat dehihat dan
pengertian hukum administrasi oleh Van Wijk, Konijnenbele, yaitu merupakan
instrumen yuridis bipn penguasa urtuk secara akol (eehbat denpan masvarakatl dan
pada sis1 lain hukum adminestrasi merspakan hukam vang memungkinkan angpota
masvarakal mempengaruhi  penpuasa  dan omemberikan  perhindungan  terbadap
penguasa’ . Dalam kaitannya dengan konsep nepara hukum kemasvarakatan {seciele
rechfitaar) hukum administras) sebagw insttumen vurdis vang memungkomkan
pemerintah mengendalikan kehidupan masyvarakal dan pada sisi fain memungkinkan

masvarskat herparusipasi dalam pengendalian (pemerintahan) wrsehu' " Dalam
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kailannya dengan good governunce sebapal proses, dan  pemsepckuf  hukum
adminustrasi kiranya dapat discpadankan dengan fungs: staresr hukum ad minisiras).

Dalam Hukuvm Tata Negara dan Hukum Administrasi, komponen maupun
asas vang diketengahkan dalam good goverrpice dan asas ta pemerititaban yang
baik, pada dasarnya berumpu pada dea landasan hukum tala negara dan hukum
admimstrasi yaity: negara hukum dan demeokrasi'*. Landasan nepara hukum
berkailan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintahan
antara lawn:

*  Asas legalitas dalam pelaksanaan pemerirtahan: (wetmoftgheldy  vun

hesiuur: kewenangan, prosedur, dan substansi),
» Perhindungan hak asasi {grondreciten: hak klasik dan hak sosial);
a  Pembagian kekuasaan hak asasi (moachisverdefing antara lain melalwi

desentralisasi fungsional maupun tentorial
* Pengawasan oleh pengadilen (rechreriifke controfe)

I7F
Landasan demokrasi terutama  berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam
penyelenpgaraan pemernntahan baik berupa pengambilan keputusan maupun berupa
perbuatan — perbuatan nvata antara lain;

& Kedudukan vadan perwakilan rakyat

* Asxas bahwa tidak ada jabatan seumur hidup

= Asas keterbukaan dalam pemerintahan (akvf dan pasif)

= Peranserta '
Dengan demikian dapat disimpulkan, dan sudut pandang ilmu hikum (hukum
administeasi), good governance adalah proses pemermitalan vony mensendalikon

rsfrrcit) kefudlipon masvaraked disain sesi don disise o memberikon kesempaion

kepada masvarekal wiwk berpartisipase dafam pengendation torsehud herdasarkan
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Paada prinsip negara hakuem dan prinsip demokrasi. Prinsip negara hukum vang
menjacdi titik kajian adalah asas lepalitas. dan asas keterbukaan pada prinsip
demokrasi yang selanjutnya berdampak pada partisipasi masvarakat. Hal ity beram
bahwa ukuran wang dipergunakan dalam mengkapt good  povernonce  dalam
penyelengparaan pemerintahan dacrah dalam drsertasi o adalzh prinsip demokrasi
dan pegara hukum sepertt tersebut di atas.  Hal mengenai demokrasi dan negara
hukum akan dibahas dalam sub bab 3 dan 4 dengan judul: Indikator - rndikator vang

mendukung sreod Qonerianics,

2.4. Lndikator - indikator “(iood Governznee™.

D datam sub bab ini dikaji temange indikator - indikator vang mendukung
good governance, yang dikemas dalam dua anak seb bab yaitur Pemenntahan
Nemokrast dan Negara Hukum. Kedua hal mi sebaga pendukung terciptanya govad
governance, Karena dan perspektif hukum (administrasi) good governance pada
dasarnya adalak suatu pemenmtzhan yang penveletrgparaannya berdasarkan atas
prinsip demokras) dan prinsip negara hukum. D1 samping itu dilihat dan unsur —
unsur umum good governance prinsip demokrasi dan prninsip negara hukum
merupakan syarat unluk ferciplanyva good governence seper apa vang dinyalakan
oleh Peter Eicher, dalam tuhisannva vang berjudul “Democratte Flection, The rofe of
few, Ared Crood governance ' bahwa: { arpued that vou can 't have good governance
wrtfious democecy, dalam bagian lain dinvatakan pula “poed governances dioesn 't
Jeest micent fenving good fuws, if means implemeniing them i away that s open and

predictabie wnd o™ Dani dua Kkuvpan pernvatzan tersebut dapat disimpulkan
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hahwa demokrasi dan negara hukum merupakan prasyarat untuk terciptanya geood
gavernance. Pernyataan in tidak berbeda jauh dengan apa vang dinvalakan oleh
Philipus M.Hadjon, bahwa asas - asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip -
prinsip good governunce pada dasamya bertumpu pada dua Jandasan hukum tata
negara dan hukum administrasi vattu demokrasi dan negars hukum. '™
Berdasarkan atas perhmbangan tersehut dr atas, maka kajian dalam sub bab
im1 berusaha untuk menjawab permasalahan pertama; tentang Gk daut antara
demokrasi, negara hukum dan good governance, kedua: apakah negara Indonesia
telah memenvhi krieria secara normatif sehagal negara vang pemerintahannya
demokrasi dan sekaligus memenuhi persvaratan sebagal suatu nepara hukum. Untuk
kepentingan tersebut pembahasan akan dimulai dan pengkajian demokrasi dan negara
hukum secara tepriik. Khusustya untuk menemukan pringtp - prinstp demokras: dan
negara hukum, Dengan kata lain kajian teanitik (entang demokrasi dan negara hukum
sebalas pada tataran prnsip - prinsip umum, tidek membahas demokrasi dan ncgara
hukum secara komprehensif apalag spesifik, hal i dilakukan karena kajian dalam
sub bab i adalab untuk mencan tink 1emu antara prinsip — prinsip demokrasi dan
negarz hukum dengan prinsip good governance yang sifatnya universal. Hasil vang
diharapkan adalah svatu argumentesi bahwa demokras: dan negara hikum memang
benar merupakan indikator good governance, Setelah itu prinsip - prinsip demokrasi
dan negara hukum yang bersifut umversal il didekatr secara nommati dalam
peraturan  perundangan yang berkaitan dengan demokrasi dan negara  hukumn
Indonesia. Dalam kaitannya dengan disertast ini, mzka tink kapan dilakukan pada

peraturan  perundang undangan vang berkaitan denpan pemcrintahan dacrah
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khususnva [Indang- undany No.32 Tahun 2004 fentanp Pemerintahan Daerah, artinya
adakah pnnsip  prinsip demokeas) dan neparz hukum sebapar hasil kagan teonnk
diatur di dalam perateran perundang - undangan tersebut. Dan hasil kajpan tersebut
diharapkan didapatkar sumle  atgumentasi bahwad  negara  [ndonesia termasub
pemerninighan dacrahtiva secara nommatil muemenubu kritera sehagar pemeriptahan

demokras dan nerara hukum
2.4.1. Pemeriofahan demokrasi

2.4.1.1. Pengertian demokrasi

Judul anak sub bab di atas terasa berlebwhan. karena kata demokrasi
sehenarmya sudah menpgandung  makna pemerintahan, pamun demikian kata
pernerintahan ietap dipergunakan uniuk menckankan bahwa pengertran demakeas:
varg dimaksud dalam kajian ini adalah demokrasi dalam tataran pemenntahan, hal in
penting karena ruang lingkup demakras) vang demikian luas,

Kata pemenmahan 1 dalam Kamus {Jmum Bahasa Indonesia diartikan
sebagai  perbuatan (cara, hak. urusan dshy memerimah'™' 1 dalam Pasal 1 angka 2
Undang - undang Mo 32 Tahun 2004 tentang, Permiahan Dacrah kata pemenntahan
diartikan scbaga penvelengparaan, d dalam pasal rersebut antara lain dinyatakan:
“Pemenintzhan Dacrah adalah penyélenprarsan pemenntahan daerah otonom 7
walaupun difimisi yung dibertkan oleh pasal tersebut tidak benar, kareny menurud
Phdipus M Hadjon dalam tulisanmva vang berjudul “Pengkagian imu Hukum
Dopmatik (Normalif}™ defimemdfum (dalam konteks ini kata pemerintahan) tidak

boleh dimasukkan dalam difimsy™ . tetapi 1ampak (@las babwa vane dimaksudkan
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dengan pemerintahan ity adalah penvelenegaraan, ini berari adanva suatu aktutitas
vaiu  akufitas memerinab Pengertian vang  lebih jelas tentang  penwertian
pemenintahan dibenkan oleh Ho Svaukani, etal dalam bukumya vang berjudul
“Utonomi Dacrah Dalam Negara Kesatuan Kesatean™ dinvatakan

Pemenniahan  adalah  kepiatan pemvelengrarian  nogara guna

memberkan  pelavanan  dan periindungan bagl  sepenap warpa

masvarakat, melakukan pengaturan memebilisasi semow sumber dava

vang diperlukan, serta membing hubungan baik di dalam lingkungan

negara ataupun dengan nepara lain

iJemokrast atau demokratia merupskan istlah vang dicipakan pemenntahan
kerakvatan Yunani pada tahun S70 SM. vang terdini dari dua kata vatw: demos
rakval, dan kratos  pemcrnimah sehingpa secary sederhana dapat diartibkan sebagan
pemerintshan rakyat. tal ini sudah barang tentu menterjemabkan keadaan dan
praktck pemenntahan pada jaman Yunam, dimana pemerimtahan dilaksanakan olch
rakval secara bersama  sama dalam benmk suatu majehs. Denpan demikian tidaklah
salah bilamana kita membicarakan demokrast selalu bertitik tolak dan pemenintahan
kerakyatan pada jaman Yunami, dan yang penting adalah bahwa demokrasi pada saat
Hu telah mewujudkan dinnya sebagal suatu sistem polik. ™

Demokrasi scbagai suatu konsep bersifat universal, artinya dapat tegad
dimana swa dan kapan saja, bilamana syarat  svaral untuk terciptanya demokrasi
dipenuhi, tidak saja dalam tataran supra struksr politik vang sudah mapan sccara
institusianal, melamkan dapal juga terjadi di tataran intrz struktur politik, dan bahkan
di dalam tataran kehidupan masvarakat pomitit Oleh karenanva  dernokrast

tampaknya drerptakan bukan untuk sekati safa. dun bukan hanya disatu tempat saja’*”
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Oleh karenanva Jean Baechler™ mengklaim bahwa demokrast bukan
diciptakan oleh bangsa lropa wiyu Yungni kuno atau siapapun juga melamkan oleh
setiap omngs. schab demokras adaiah revm spontan. normai dan eksklusit hanva
milik spestes manusia, vang, wehah hadir 10000 tabuan vang: lalu d bume. Selanjotnvi
dijelaskan babwa bangsa Eropa Barat hanvalah meaghidupkan dan mengiptakan
Lembali demokrasr.

Pracy latar belzkang kelahiran demokrase vang dwrakan dr depan. maka
peneenin demokrass vane diberihan oleh pey pakar pun berbeda tergantuny dari
sudut pandang mana demokrasy it dimakna.

dean Baeehler. memberikan pengertian demokrast dan perspekuf separah.
demmokras: dhamikan sebagm suaty kontrak atay serangkaan konirak - konirak yvang
menghubunekan peleku  pelaku indevidual dan kolektif menunit syarat-syaratl vang
telah ::liE:zt::lrnlaan.m'1

Dare peneeriian tersebut tidak terlibal ada unsur hierarks, karcna hakekat
kontrak setiap indhividu mempunyar hak mutlak untuk menentukan sikap untuk tkut
berkontrak sesuat dengan persyaratan yvang ditentuekan dalam Kontrak atau tidak.
scandainva individu terscbut berminat maka bergabunglah dra di dalam korrak i
kalau tidak maka tidak ada seoranppun yang dapat memaksanya wntuk ckat
bergabung. Pengertian demokras vanpe dibenikan oleh Jean Baechler menggambarkan
kehidypan masvarakat dalam tataran natural, lepas dar orpamisass vang dischut
negar.

Pengertian demokrast vang  telah sedikie masoh  dalam ranah politik

disampatkan oleh Diamond. dinvatakannya oemocraoy ab o apsiem for arening o
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pofuscal descrsmontys i whrel indnidiefs aoegurre the power o decide by micans of
ceapreiitive sturpide for e peoplc e, Penpentian vang lebih jelax dalam kKonteks
pemerintihat antara lain detberkan okeh Christian Thomuscat. dinvatakan bahwa
pemernntahan demoksas adalab pemernintahan vang berdasarkan atas kehendak rakvat
yang dinvatakan secara terater melalu permilbhan umum vane bebas dan pujur
demokrast memubikn dasar unluk mengharmat manwsia secara pribadi dan fae rofe of
fowe, Demokras) dikatakan sebaga pelindung vange erbalk bagy Kebebasan masvarakal
durt semua godonpan untubh menvampaikan pendapat, wleransi antar sesama dan
membenkan kescmpatan vang sama bag scuap individu. Demokrast dengan karakicr
perwakilan dan kerapaman bertangeung jawab kepada pemilth Secara lenokap
pemyataantya sebaval enkut:

“Pemaeratic pavernment i hased on the wil of the peaple expressed

regulurly throweh free and fair elecrions, Democricy fras as ns

Joundation respect for the Buman person and the rule of fow

Lemacracy s e Best safezuord of frecdom of cxpressian | tojerance

ef wll prongn of wociety and equality af opportaty for each peeson.

Demacracy with 8 represemiative and pineadist chdaracter, entaily

accounttahifny o the electorare ™"

Pengertian demokras) sebaga)l susty sistem poliik secars resmi diberikan oleh
Laternational Commission of Jdurists dafam kenfrensinva di Bangkok tahun 1563
sehagar bertku,

T form of gavernens vltere (e CcHICen exercise e sate rishi: te

Frght for make poliieat decron, e Heonelt represeifatives Crosen by

thenr armed roxponseble ta them teatngh the process of free efectens

Pengertian vang relaut sama dengan formulas vang agak berbeda diberikan oleh

IHenry B. Mave sebapar benkul:
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“A demacratie political system s winch publo: poltcres are mode on o

MAVORIIL Aasts, BU representatives suliect fooeffecive puptdor conieol

wt perradic efecttons witiell are condicted on the protciple of potiiead

el iy coned tander contcdittonts wf peditiead frecdon,

Dan pengernan - pengernan vang diurathan di depan terlihal jeias bahwa
demokrasi mempunyal maknz yanp sangat benvariasl. karena memang demokras
dalam perkembangannva dipengaraln oieh sejarah. budava, dan wempm dimana
demokrasi ity berkembang,

Yariast makna duinokras) dapat juga dilihat dalam Encyclepedia Americana.
antara lain dinvatakan: ™ ffe word democrocr has mont mewntngs, e momiodorn
world wy tve signifies that the wltnae auilorie e poliicol wffoers nela frdfy
helongs to entizens '™ Pada abad vang lalu pencgunaan kata demokrasi banvak
dipergunakan untuk hal vang tidak pada tempatnya, miszlnva klam Cina vang
menamakan dirinya schagal negara demokras: padahal ndak ada kebebasan
mengemukakan pendapat dan kebebasan pers, demikian juga Rusia menyatakan
dirinya sebagal negara demokrasi sosizlis, tetapt di sam pihak menolak pendapat
bahwa Spanyel di bawah rezim fenderal Francisco Franco sebagair swatu badan
demaokrast, Sebagal suatu kesimpulan yang mendekatl pengeran konsep demokrasi
diarmkan sebagai: * Democrucy s & Jrrm o af government v witcl the miror decisvans
af government or the doecriiom of pofiey belund this decision reses direerdy or

x| .
[arn

inderectly on the freely prven concept of the mugority of the adults governed !
pengertian tersebut  jelas tampak bahwa demokrasi mergpakan suatu bentuk
pemerintahan i mana putusan - putusan atau kebijakan utama pemerintah baik

langsung  maupun tidsk langsung diberkan oleh mavormas vang  diperintah.
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Berkenazn denpat pengertian demaokrasi sepertn teruran di atas kiranya bermuara pada
pengertian demaokrast vang diberikan oleh Philipus M.Hadjon yaitu sehayai svatu
prases emansipasi karena demokratisas kekuasaan polink pada dasamya mengarah
kepada kebehasan pada otanomi individu. "™

Akhimya  pepgertian dasar  demokrast vang  muncul  scbhagar  akibat
pemernntahan kerakyatan di Yunani merupakan pengertian yang lepal mengenal
demokrasi, vaitu pemenniahan rakvat artinva rakvatlsh yang memenntah dalam
negara.
2.4.L.2. Unsur — unsur demokras:

Dan pengerpan demokrasi vang divraikan < atas, maka dapat ditanik
beberapa unsur demokrasi. Walaupun ada beberapa variasi unsur yang disampaikan
oleh beberapa pakar, namun pada umumnya adz beberapa utisur yang seialu muncu)
antara lam: kebebasan individu untuk menentukan hak politiknya; adanva pemilihan
umum yang bebas dan adil untuk jangka waktu tertentu; rakyat memegang peranan
dalam menentukan  kebijaksanaan publik melalui wakil - wakilnya: adanva
akuntabilitas publik bagi para elit politik ferhadap konstiluennva baik langseng
maupun tidak langsung

Vanasi unsur demokrasi dapat dilihat dari pendapat beberapa pakar antara
lain: H.Syaukani, Afan Gafar, dan Ryass Rasyid yang memberikan parameter
demokrasi sebapai benkut.

Pemilu vang teratur, kompetitil, jujur dan adil;
Besarnya kemunpkinan rotasi kekuasaan:
Fekruitmen poelitik secara 1erbuka:

Akuntabilitas pubdik;
Hak  hak dasar individu { hasre frumran ruzhey:

e L B
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. . .
6 Pengadilan vang indipenden. ™
Juar L Eiez” dalam tulisannva vang Aoepiadoel Tt cond Urnafing
Demooratie fransifien. Comitfutons, wnd onsaludurion, ™ Dapat disimpulkan
sebapal berikuc Unsur inti dari demokras adalah: kehebasan secars hukum untuk
mettheniuk dan mcndukung kekuatan politik lain dengan kebersamaan hak dan
kebehasan unuk berorpamisasi. bebas mengemukakan pendapat. dan hak hak dasac
minusia lamnya, persangan antar para pemsmpin termasuk dr dalamnva pojabat
peiabat palink sccara hebas dan fuopy kekerusan dengan suata peniode wakiu vang
pasti sesuat dengan aturatt vanp telah disepakati dalam proses demokrasi, adanva
peraliiran tentang partisipas untuk selurah angeota komunitas pohigk | apapun mhhan
politik mereka, secara prakts ini dimaksudkan sehagai kebebasan untuk membenguk
partai - partar politik dan melaksanakan pemilihan vang bebas dan damai pady jangka
wakiu tertentu tanpa mengenyampingkan tapeeunye jawab neiabat poliik  dari
tanggung  jawab  kepada pemilihnya bak fanpsung maupun tidak  langsune,
pernvataan selengkapnya sebaga benkut:
" famr criteria for democraey men Be suppiarised ax folfows fopad
frecdom o formudute and wdvocate pofteu! affernatnves with e
OO ant FiHIS T frec ossooiulion, oo speech, witd enlier Buse
Jrevdoms of person: free ond nonviolent compention amone leaders
with poerieddie velidaron of theie clomm to rule: ot ef el
peditice offtees m the democranie proces and Jrevciem for ti
parttcipation of efl mesthers of the polucal comminy | whatever
ther politicad  preferences. Pracicalle: dos mieans the frocdom 1o
ercate poliied] parties omd o conduer froe amd Sonest elections af
regitar mervals withewd cxcludims any otiective potiwdd office from
direet or sadirect electoral acooumabiing

Thomas Mever dulum bukusiva vane berjudul = Demokrast Sebuah Penganiar [lmuk

Pencrapan ™ membertkan sepulub koteria dalum penporoanisasian demokrasi vaity



DISERTASI "GOOD GOVERNANCE" (KEPEMERINTAHAN ... I. GUSTI NGURAH WAIROCANA
126

{1} Adanya jaminan hak asase, {2) Pemisahan kekuasaan dan nogara hukum: (3)
Prulanisme; (4) Parlemen dan Pemerintak: (5] Otononu daerah dan Komunitas Lokal:
(6] Partwr Poluik dan Pemilihan umum, (77 Senkal dan Asosasi; (8) Masyarakat
Sipil; (9} Ranah publik: (10] Budava pobitik. ™ Rerkailan denpan penerapan
demokrasi yang dibenkan oleh Thomas Mever tersebut. Robert A, Dahl memberikan
3 (lima) knteria proses demokrast vaita: ¢ 1) Parstisipasi vang cfektf® (2) Persamaan
dalam membenkan suara;  (3) Mendapatkan pemahaman  vang  jermih,  (4)
Melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda; dan {5} Pencakupan orang

"*_ Partisipasi vamy cfektf diartikan bahwa seluruh angeola (warga negaral

dewasa
mempunyai kesempatan yang sama untuk metnbuat pandangan mereka diketahui oleh
anggota yang lain. Parsamaan dalam membenkan suara diartikan sebapai suaty
keadaan dimana keputusan akan cdiambii, maka setiap anggota harus mempunyat
kesempatan memberikan suara. Mendapatkan pemahaman yang jernih artinya dalam
jangka waktu yang rasional setiap anggota harus mendapat kesempatan yang sama
dan efekuf untuk mempelajan kebijakan — kebijakan altenatif yang relevan dan
konsckuensi - konsekuensi yang akan tenjadi. Penpawasan akhic terhadap agenda
diartikan bahwa setiap anggola mempunyai kesempatan yang eksklusif untuk
memuluskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibzhas dalam agenda,
sedangkan yang dimaksud dengan pencakupan orane dewasa arunya semua atau
paling tidak sebagian terbesar orang dewasa vang menjadi penduduk seharusnva
mermiliki hak kewarganegaraan vang penuh™ Afan Gafar melihat demokrasi dad

tatanan polick, memberikan lima kriteria demokrasi vaitu; (171 akuntabilitas; {2)

Rekruitment politik vang terbuka: (3% Pemnilihan Umum : dan (4} menikmat hak -
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hak dasar.” W, Friedmana, dalum bukumya vang berjudul Legad Theory datam
chapter 31 tentanyg feged Vafues of Voders Democrger {nilat milae hekuam dan
demokrasi modern) dinvatakan bahwa dan sudot teon hukum diskus) enlang asas
mlar nika hukem dan demokest modern paling tdak dapee dikelompokhan ke
dalam cmpat tema yaw

1 She Jowedd pegghits et vl mefresdead Thak hak hukum individu}

2 Rguednny before the fuw (persamaan dihadapan hukum)

0 M vemred of woneriiient B the peosde (pengawasan pemeriotah oleh

rkyat)
Fhe ende ey fuw Cneaana hakem ™)

o

Crart unsur- unsur demokast vang diberikan olch W Friedmann di atas kiranva 1idak
berbeda dengan inll unsur - unsur demokrasi yang diberikan oleh Philipus M
Hadjom vaitu: asas kebebasan dan persamaan, I3 dalam disertasi int acuan vang
dipcrrunakan untuk mengukur suaty pemenntahan demokrasi adabah hasil sidang
[ternationul  Commesstess of  Jurists di Rangkok  pada  tahun 1963
merckomendasikan beberapa persvaratan suatu pemerinahan demokrssi di bawah
fhe vute of fune vaitu:

1. Perlindungan Konstitustonal, dalarm arti bahwa konstitusi selain dari
menjamin hal - hak individu harus menentukan pula cara prosedural
untuk memperoleh perdindunpan atas hak  hal vang difamin;

2. Pemlihan umum vang bebas:

Badan kehakiman vang bebas dan udak memihak (independent and

impartial (nbunals);

4 Kehebasan untuk memvampatkan pendapal

F.cbebasan untuk bersenkatberorzamsas) dan beroposisi:

Pendidikan kewarpaneraraan [omvee sducditony ™

[

Ton

Dari unsur  unsur pemenniahan demokrasi vang dikemukakan obeh para

pakar di atas. tampak jelas bahwa unsur  unsur tersebut sefajar dengan prinsip
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prinsip gend genvernestce. It beranti bahwa memang benar pemenatahan demok ris

merupakan indikator teroiplanyi goed goveriotice,

2,4.2, Nepara hekum

3 dalam hahasan sub bab 25 elah disimputkan babwa dan perspeknt
hukum tata neeara dan hukum administzas, negara hukum merupakan saiah st
imidikator Coood Crovermaree di samping demokrasi. B Arief Sidharta dalam
fulisunnvy vanp berqudal © Kanpan Bedtlsataoon tentane MNewara Huham™ meinberkan
pengertian nerara hukum schagar 7 negars vang penvelenggarzan pemeriniahannva
dijalankan berdasarkan dan bersaranakan hukum wang berakar dafam seperangkis
tink tolak oormatif, becupa asas - asas dasar sebagar asas — asas yvang menpad
pedoman dan keiteria penilai pemenintahan dan perilaku pejabat pemerintah™ Dan
perspektif’ goved governetice wujud nepara hakum diwakili oleh rhe rade of
fow. hal ini wajar karena good governunoe adadah konsep asing vang berasal dan
sistem hukum Angle saxon Jadi dv dalam pembahasan vang dipergunakan adalah
stilah the rude of fow bukan nepara hukum. Pérsoalan timbul apakah konscp the rude
of fenw sama dengan konsep megarz hukum® Mengenai persoalan i penylis
sependapat dengan Philipus M Iladjon bahwa terdapal perbedaan antara konscp
negara hukum, rechisstaat dan fhe rufe of law™ vang sering dijumbuhkan
pemakaiannya dalam pustaka berbabasa Indonesia. Sub bab ini ingin mengkap
apukah benar she rule of faw e scpert halnva demokrast merapakan salzh satu
tndikator untuk tereiptanya  pood  gsenernance. Bilamana terbuktt benar, kajian

dilatputkan umuk menjawab pecmasalahan apakah Indonesia sebagan suatu nepars
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memenuhil wnsyr- unsur S rude of fow? hal ini sehapa) konsekuensi the refe of low
merupakan indikator good governance alau lebih lenghapnva apakah [ndonesia
merepakan negara demokmse yanye memenuhe unsue the rule of lew sehingga dapat
dikatakan memenuhi svaral good goverduace. Setelah tu kapan dilanutkan pada
persaalan negara hukum Indonesia (Pancasila). Berdasarkan pada persoaian di atas,
maka judul sub bab ini negara hukum. vang diwakili perwupedannya oleh sl rrde of

duwe.

2.4.2.1 Pengertian the rule af law.
Isulah  the rdde of low  mulal populer dengan terbiinyva sebuah buku dan
Adbert ¥enn Dicey tahun 1835 denpan judel * frtrodictrer fo e study of the fow of

A JEM

the consiution, Sebagaimang demaokrasi, the rude of dow juga merupakan konsep

vang dinamis, berkembang sesuai dengan perkembanpgan masyarakal. the rudc of low
sebagai suatu konsep yang dinamis anlara lain disampaikan olek Vilkelm Aubert™
dalam tulisannyz yang begudul “fhe ride of faw and the Promotional Funciion of
faw i the Welfare Srate ™ dinyatakan:

“Hhe rede of Jaw g dviaaiie concepr fov e expanston and fuififmen

of which jurist are primarhy responsthle and winch  shouwld  he

emploved not iyt safegtiard wnd advance the civid amd podincal

right of the wndvidal inoa froe socieine buf afse to establish socied,

ecetenmre,  educatiomal and cufourad condinons  whder winch A

fesritimute uspirations aad digamy may he realized”.

iJart pengertian tersebut di atas tampak bahwa konsep dinamis dari the ride of
faw tersebut tampak dari fungsi vanp diharapkan. vaitu tidak hanva untuk menjaga

dan memajukan hak - hak sipil dan polink indmvidu dalam suaty masvarakar vang

bebas tetap Juga untuk membangun kondisi sosial. ekonomi, pendidikan dan budava.
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Jadi tidak hanya ontuk perlindungan hak - hak pribadi tetapi ruga hak — hak yang
hersifal social. di Belanda dikenal dengan istifuh verzorgmgstaot atan socadc
rechtsstaut,"® Mengingat sifal dinamis konsep the rafe of faw, maka pengertian ity
terus herkembang, aleh karenanva akan sultt untuk memberikan pengertian yany
umiversal terhadap kamsep fhe rufe of fow scperti apa vang dinyatakan oleh
Fricdman. ™"

“The difficuine however, o thae fer grve the rule of fow concept o

tmversullv aeeeprable deafogieal confend oas oiffioult as o aclieve

ife serme for nottral fow ™
Walawpun kesulitan vang digambarkan oleh Friedman tersebul menekankan pada
aspek ideolog, 1etapr kKiranya dapal mewakih suatu kenyataan bahwa memang sulu
untuk membenkan suatu gambaran vang past tenlange makna rhe ruie of fow atu Hal
ini diperkuat dengan pernyataan Vilhelm Aubert™™ dinyatakan: = Severad megnings
have heen giributted (o the concept of “the rute of fow ™. E.C.S. Wade dan Godfrey
Philips®'! dalam bukunya “'Conseitutional and Administrative fow’, mengajukan tiga
konsep yang berkaitan dengan the rude of few pertama, the rude of fow mendahulukan
hukum dan ketenrban dalam masyarakat dari pada anarkhi; dalam hal i, the ruie of
{aw merupakan suatu pandangan filosofis terhadap masyarakat vang dalam tradisi
barat herkenaan dengan konsep demokmsi: kedua e rude af faw menunjukkan
dakirin hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesual dengan hukum; ketiga,
the rule of fow menunjukkan sualu kerangka politik vang harus diperingi dalam
peraturan - peraturan  hukum, baik huokum  substantl maupun hukum acara

~r
I

Friedman“ memherikan mukna the rufe of faw aas dug pengertian, vaity

the ride of faw daiam arti formal, dan e rede of fow dalam ari matenzl. Dalam arti
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formal. arli the rrde of Jaw wdak lun scbagar “organised  public power” atau
kekuasaan publik vang terorgemsicr Dalam pengerban i maka semua hekuasaan
yang ferorpanisit dapat diartikan secara formal schagar die rade of lew bahkan rezim
Nuzi Jerman dupal dikatagonkan schagar the rfe of fow dalam pengertian formal,
sepert apa vang dikatakan Fricdman = it sUstenn of kormis Sused on o nerarche of
arders, even the organiced mass murders of the Naor oregmime, gl s faw”
Persoalan semacam (ni lenwdi juga pada masalah demnokrasi. dimana difthat dan sise
formal Soviet menpklam dinnva schapar suall tepara vang demokrasi, demirkian
jupga Cina. Konsep #ie pufe of Jaw dalam arti lormal oleh Fnicdman im sama denean
komsen o tun comception of Se nale of faw dan Peerenhoom yang dikutip olch

1Y Sedangkan dadam pengertian yanp  material

Murjanne Termorshuzen-Artz
menurul Frredman menyangkut masalah hukum vang adii dan hukum yvang tidak adil

Dan pengertian the rude of few dalam arti matenal intlzh lahimya ketidak
seragaman pengertian yang dibenkan techadap the rde of fenwe, mengapa demikian ?
Karena ukuran untuk menentukan keadilan it sangatlab relatf, terganteng pada
masing — masing budaya dan rasy keadilan masyarakat bangsa yang bersanpkutan
Maka tepatlab apa vang dikatakan oleh Fricdman . A mewnmgiul defimion af the
rwle of fow musi be based on the realums of comtemporary socretv | "Dalam
kaitannya dengan pengertian e rufe of fow pendapat Jabhn Bawls cukup menank.
karcny John Rawts mebihat bahwa adanvie suatu rie e of fow bilamana konsep

keaditan formal, peraturan hukum publtk vang tetap dan (dak mermhak, diterapkan

dalarn suaty sistemn hukom "o the conoeption of formal paiiiee, she resrdar ond
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rnpurtid cdmmnistradion of pubiic rules, becomye the rule of law witen appiied to tie
fepod syvten.” V" Sistem hukum it sendirt diartikan sehagai:

" el sysfem i oo coercive order o puhite rules wddressed fo

ritonal person for the porprve of reculetng e cosduct and

proviedig the frame work for socel cooparation”™ -

Konsep the rufe of low adalah konsep hukum masvarakat duufo Sovonm,
konsep yang sama < masyarakat yang bersistemkan hukum Eropa Kontinen dikenal
dengan astiiah Reclssiaar, pamun dermkian antara kedvanva menunn Fhilipus M
Hadjon terdapat beberapa perbedaan antara lain:

1. Konsep rechrstent lahir dari suatu perjuangan menentang azbsolutisme

sehingea sifatnya revolusioner. sehaliknya konsep the rife of Juw
twerkembany sccam evolusioner:

2. Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistern hukum “civil law™, sedangkan
konsep t/e rule of law bertumpu atas sistem: hukum vang disebut

common law.
3. Karakter ciwil fow adalah administratit’ sedangkan karakienstuk konsep
common faw gdalah _;udrr_‘f'ul'”'
MNamun demikian walaupun ada perbedaan antara kedua konsep tersebut, pada
hakekatnya berkenaan dengzn perlindungan terhadap hak - hak kebebasan sipil dan

warga negard, berkenaan dengan perlindunyan terhadap hak — hak asasi manusia.

2.4.2.2. Unsur — uasur ¢he rale of faw

Sebelum masuk dalam unsur - unsur thre rafe of faw penubs ingin
mehgemukakan unsur — unsur negara hukum, dengan tupuan untuk dapat membenkan
gambaran bahwa pada hakekatmyva antara negara hukum dengan rhe rude of fow
memniliki persamaan. Scheltema yang pendapainva dikutip oleh B Arief sidbarta

dalum tulisarnya yang telah penulis kutip di depan memberikan 5 {lima} unsur negara
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hukum vaitu: (1) Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia
vang berakar dalam penghormatan atas martabat manosia Caemen digmv) (2] asas
kepastian hukum: (3} asas similia similibus {asas persamaan}, (4) asas demokrasi dan
(3} pemeniniah dan pejabal pemenntah mengemban fungs pelayanan masyarakal.
Dari unsur — unsur nepgard hukum tersebut kiranva serupa tap tak sama dengan unsur
— unsur He rude of faw yang akan dicraikan berikut.

Paralel dengan variasi pengertian fwe ride of fow vanast juga nampak dalam
WNSUC - UNSUF the ride of few Vithetm Aubert™’ hanvz menpemukakan salu syarat
hagt the ride of fuw yaitu adanya kepastian hukum. hukum dalam hal ini adalah
keputusan badan peradilan sepert: apa vane dikatakan ™~ so man 1 parnshable, or can
he fawhidly made to suffer mn body or goods except for o distinet breach of fuw
estabiishd in the ordinary legal monner before the ordinary courts of the land”
Pendapat ini scsual dengan pendapat Philipus M.Hadjon dzlzm tulisannya vang
benudul “Cood governance Ualam Penvelenggaraan Pemenntzhan Daerah
{perspektif hukum tata negara dan bukum admimstrasi)” bahwa primadona asas
negara hukum adalah asas legalitas®™ John Rawls™™ beranpkat dan pengertiannva
tentang tfe rufe of faw sebagai suaty sistem hukum, memberikan beberapa unsur yamy
pertama, tndakan vang diwajibkan atau dilarang oleh e rufe of low sevogyanva
secara rasional dapat dilakukan dan dihindarkan oleh vang bersangkutan {the octions
wiich “the rule of law™ reguaire amd forted sthould be of o kind which men can
recvonably be expected to do and 1o vond), kedua adanya perlakuan vang sama
terhadap masalah vang sama (sendar cases be treated simfarly). ketiga tiada

pelanggaran tanpa hukum ¢ there is no offerse withow a faw (e crmen sine loge
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hal ini sama dengan asas legalitas, wntuk menghindari penerapan asas retroakatif.
Keempat, kepastian tentang makna hakekat keadilan yang diharapkan menjadi
pedoman untuk memperizhankan snlegritas proses peradilan {defimmg the notion of
narural prestice, Fhese ave gudelines 10 preserye the wmtegriny of the pudicnd process).

Bila disimak unsur - unsur yang dikemukakan di atas, maka tampak jelas hak
— hak yang dilindungi adalah hak  hak mdividual, tidak ada hak — hak sosial yang
tampak. Di dafam perkembangannya, hak — hak vang dilindungr ndak hanya hak —
hak vang beesifat individual, melainkan juga hak — hak sosial. Perluasan tni dilakukan
oleh Fhe Imtermatronel Commssion of Jurisiy seperti apa vang dikatakan aleh
Vilhelmm Aubert™'sebagai berikut:

“the  fmrernational  Commission  of  Juasts has hroushe  ohe

extablishment of news rigly, or of feast of news opportuniiies, withn

the orbit of the rufe of taw ffor elaboration e new nipes of right typical

of a welfare state) In their resolutions, the rife of law is given such

wide scope thi N5 covers nedrly evervihung asxocigfed with social

Jusfice”

Ubsur - unsur yang disebutkan terdahule (vang bersifat individual)
melafurkan negara hukum iiberal (klasik), sedangkan dengan perluasan hak — hak ini
melahirkan negara hukum kesejahteraan {weffare sfaie}.

Dan unsur - unsour the rufe of fuw yang disebutkan di atas, bila disandingkan
dengan vaniasi unsur gond governance seperli vang tersaji dalam tabel, maka tampak
jelas bakwa unsur — unsur the rafe of faw termasuk dalam unsur — unsur good
governgnce. Int berant bahwa the rfe of fow merupakan indikator gond governance.

Dari hasil kajtan tentang demokrasi dan the rufe of fow yang merypakan

Indikator jrod governance, penanyazn yang tmbul adalah apakah Indonesia sebagai
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suatu negara hukem? Hal imi dijawab dengan tegas oleh Undang — Undang Dasar
1945 pasal I ayal (3) ditentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum™

vang olch Philipus M.Hadjon disebut dengan Negara Hukum Pancasila yang

bercinkan;
a. keserasian hubungan antarz pemernintzh dam rakvat berdasarkan asas
kerukunan:
b. hubungan fungsional yang proporsional  antara kekuasaan — kekuasaan
Nesari;

c. prinsip penvelesaign sengketa secara musyvawarah  dan peradslan
merupakan sarana terakhbir,
d. keseimbangan antara hak dan kewsjiban

Ay
Bila dibandingkan unsur — unsur tae Fide of fow dengan unsur — UNSuUr NePara
twkum yang disampaikan ¢leh Philipus M Hadion, maka jelas tampaik perbedaan nya.
Kalau di dalam konsep the rwle of lew, sangat menonjel ideologi liberal vang
individualistik, sedangkan di dalam kensep “Nepara Hukumn Pancasila” sangat kental
ideclogy Pancasila yang mengutamakan pada musyawarah mufakat dalam
keseimbangan {eguifibirium) hubungan antara pemernintzh dengan rakyat.

Timbu! pertanyaan apakah Indonesia secara normatf memenubi syvarat
sebagai suaw pemerintzhan demokrasi di bawah the rufe of luw sebagaimana vang
ditentukan oleh frternational commussions of purist ?

Untuk menjawab permasalaban tersebut dilakukan analisa terhadap masing -
masing kriteria dimaksud.

1 Perlindungan Konstitusional
Dalam pengertian inr bahwa konstitus, selain menjamin hak — hak individu,

harus mencntukan pula cara prosedural untuk memperoieh perlindungan atas hak -

hak vang dijamin.
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Undang - Undang Dasar 945 sebaga hukum dasar neprara Kepublik
Indonesia. durt awal pertama sebefum diadakannva amandemen dengan jelas
tnenentukan bahwa nepara [ndonesia adulah nesara demokrasi vany berdasarkan atas
hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan maupun dalam kelentuan pasal 1 avat
{2y Kedaulatan adalah ditangan rakvar dan dilakukan sepenubnya oleh Magcelis
Permusyawaratan Rakvat. [ dalam penjelasan sistem pemerintahan nepara angka |
dinvatakan:

“Indoncsia (alah negara vang herdasar atas hokum (reofrsstout]”, vang
ditcgaskan kembalt dalam angka 112 dinyatakan bahwa - “pemenntakan besdasar
atas sistem konstitusi (hukum dasar) tdak bersifat absolutisme {kekuasaan vang tidak
terhatash™.

[n dalam perkembangan selanjutnya setelah amandemen ketga UULD 1943
pengaturan vany berkenaan dempan Indonesia adalah negara demokrasi vang
berdasarkan atas hukom, diatur di daiam ketentuan pasal 1 avat {2), dan avat {3)
dimyatakan:

Pasal | avait {2}

“Kedaolatan berada ditangan rakval dan difaksanakan menurut Undang -

iindang Dasar”

Pasal 1 aval (3)
WNegara [ndonesia adalah negara hukutn

iJar perubahan LILIDY 1943 (ersebut. ada dua hal penting vang berubah.
Pertama, kedaulatan penub berada ditangan rakyval, tidak seperts dalam HUD 1945
sebelum dilakukan amandemen. kedaulatan dilaksanakan oleh MPR, dengan kata fain

sckarang MPR tidak lagi pelaksana Kedauiatan rakvat; Kedua, Nepara hukum tidak
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lapi berafiliasi denpan recivssicar dengan demikean timbul pertanyaan apa ukuran
suatu negara hukum Indonesiz ? Kiranya kita perlu mempertimbangkan wntyk
mencnma konsep Negara Hukum Pancasila vang ditawarkan oleh Philipus M.
Hadjon di depan

Dalam kaitannya dengan dasar konsttusional Robert A Dahl menentukan
lembaga politik pertama adalah adanya “para pejabal vang dipilih” artinya babwa
kendali terhadap keputusan pemerintah mengenar keijakan secara konsutusional
berada ditangan para pejabal vang dipilih aleh warga negara Hal ini hila dikaitkan
denpan pemenntahan Indonesta, penpertian “pejabat vang dipilih® adalah Dewan
Perwakilan Eakyat. Lembaga pertama Robert A Dhahl i kiranva telah dipenchi oleh
UUD 1945 dalam amandemen kedua, khususnya ketentuan pasal 19 avat (1),
ditentukan

(X3

Anggota Dewan Perwakilan Rakvat dipilth melahn pemzfihan
umum”

Id dalarn UULY 1945 elah datur pula tertang hak - bak warga negara, setta
perlindungan terhadap hak — hak asasi manwsia. Hak  hak vang secara khusus
dijamin dalam ULIDY 1945 di samping masalah hak - hak asasi manusia, adalah:

* Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan {pasal 28)

e Kemerdekaan bersenkal dan berkumpul. mengelvarkan prkiran dengan

lisan dan tulisan { pasal 28)
e kemerdekazn untuk memeluk agama masing  masing dan benbadat

menurul agama dan kepercavaannya { pasal 29)
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= persamaan dalam ikut sera dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
(pasal 3t avar (1))

s persamaan untuk mendapatkan pengaaran {pasal 31 ayat (1))

Mengenai jaminan perlindungan terhadap huk asas manusin diater di dalam
ketentnan pasat Bab XA Pasal 284 sampai denpan pasal 28 J.°* vang bila ditein
lebih lanjut banvak tegjad) overlaping diantara ketentuan pasal - pasal tersebut,

Pelaksanaan ketentuan pasal - pasal tentang hak asasi manwsia i lebih lanjm
dijabarkan ke dalam beberapa undang — undange vang berkenaan dengan hak asast
manusia antara lain: Undang  Undang KI No. 39 tahun (999 LNRI Tahun 1999 No.
165, TLN-RI MNo. 3886 tenlang Hak Asasi Manusia | Undang  Undang RI Mo, 26
Tahun 2000 LNR! Th.2000 No. 208, TLN —RI No. 4026. tentang Pengadilan HAM.
Dalam rangka menegakkan konstitust dan prinsip negara hukum diundangkaniah UU
No. 24 Tahun 2003 LNRI Tahun 2003 No.98 TLN-RI Mo. 4516 tentang Mahkamah

Konstitusi

2. Pemilihan umum vang bebas.

[h dalam peralanan sejarah ketatanegaraan, indonesia mengadakan pemiiihan
umum pertama pada tahun 1955 11 bawah pemerintahan Presiden Sukamo dari
tzhun 1959 - 1963 vang disebut denpan pericde demokrasi terpimpin tidak pernah
diadakan pemilihan umum.

Sefak lahirnya Orde Baru tahun 1966, vang membenkan nuansa demokrasi,
sgfak tahun 1971 — 1997 pemilthan ymum untuk DPR, DPRD | dan DPRD 10

drlaksanakan secara teralur sctiap lima tahun, permilihan tahun 1977 hanya diikut
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oleh 3 partai politik. karena sebelumnya dilakukan fusi dari panai - partai vang ada
mempadi - golongan karva dan dua partai politik vaitu PPP {iPartai Persatuan
Pembangunan) dan PIM (Partai Demokrasi Indonesia} vang para pemimpinnyg teiah
ditkat dengan ketat oleh Suharte, sebab mereka tidak seimhang dengan kekuatan
Swharto vanr didukung aleh milier dar negara mendukune Golkar meniadt
pemenang mavoritas pada setiap penilihan umum  Mulai tahua 1973 Subano
kembalt dipihih sebagai prestden sebanvak epam kali. Pada cra Orde Baru  anggota
MPR vang merupakan badan vangy dibertkan kewenangan oleh ULD 1948 untuk
memilih presiden dan wakil presiden, separuh anggotanya vang terdiri dari angpota
DPR vanyg setengahnya seakan  akan diangkat olch dacrah dan golongan lain | tetam
di dalam kenvataannva diangkat oleh Suhario.

Kondisi sepertt ini gleh hampir seluruh penpamal luar dikatakan bahwa
institusi dan prosedur vaing demikian itu jeias - jelas trdak demokratis, seperti apa
yang dikatakan oleh R William Liddle: “ To neurly all non- Frdonesian observers,
these mstitttion and procedures were obvioush nor democrane ™™ Sampai akhimyva
diadakan pernilihan umum olch pemenintahan Habibie padz tahun 1999 berdasarkan
undang — undang Pemilihan umum vakni UL Noa. 3 Tahun 1999 LNRI tahun 1959
No 23 TLN-RI No.3810, dengan sistern multi partai, merupakan pemitlihan umum
vang diakui scbapar perilihan umum vang murm dan demokratik.*** Pemilihan
umum 17 wajar dikatakan sebagai pemilihan vang mumi dan demokrattk, karena
ditkuti oleh 43 pana polink, dan untk pertama kalinvaz parai non pemerintah
mcmenangkan pemilihan umum. Namun demikian sejarah ketataneparaan Indonesia

menunjukkan bahwa  soal sukses: pimpinan nasional | selaiu berjalan tidak derngan
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damat sampai akhir masa pabatan kecuali dani Megawat ke Susilo llambang
Yudovono, karema berdasarkan pemubhan umum langsung. Kondist sepertt i
scharusnya tidak temadi dalam suatu negara demokrasi, karena tidak scsual dengan
salah satu nilai demokrasi sepeni apa vang dikatakan oleh Henry B.Maya yaitu:
“menyelenggarakan  perpantian pimpinan  secara teraiur {orderly successin of
rule)™. Bentrok antar pendukung komtestan peserta pemilu yang menjurus pada
tindak kekerasan merupakan penistiwa vang selalu werad dalam proses pelaksanaan
pemilthan umum. Tidak otomatisnva kader dan partar pemenang pemtlu untuk
menduduki jzbatan Presiden merupakan hal lain vang kurang bisa ditenma oleh alam
pikir masvarakal Indonesia.  Sehingea hal imt mendesak  anggota  Majehs
Permusyawaratan Rakyat untuk menggagas suatu penilihan presidet secara langsung
oleh rakyal adalab suatu upaya vnluk menuju kearmh pematangan pemahaman
demokrast. Hatb 1ni sesuai, karena indonesia mempergunakan sistem pemenntahan
presidential, memang seyogvanya presiden dipihih langsung oleh rakyat, karena salah

satu ¢in dalam sistem pemenntahan presidentil, presiden dipilih langsung oleh

210

rakvat™". Pemilihan Presiden oleh MPR bukan merupakan cin presidensil. apalag:
MFR yang memilih berwenang meminta pertangpungiawaban pelaksanazn haluan
negara kepada Presiden.™’

Gagasan pemilihan presiden langsung oleh rakvat, telah diintrodusir ofch
bMajelis Pemmusyvawaralan Rakyat, melalui amandemen ketigs UUD 1945 pasal 6A
ayat {1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara iangsung

oleh rakvat, yvang telah disetuju dalam Sidang Tshunan MPR pada bulan Agustus

2002, yang kemudun ditndak lanjutl dengan diundangkannya 11 Mo 23 Tahun
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2003 LNRI Tahuen 2003 No. 93, TLN-RI No 4311 tentang Pemtlihan Fresiden &
Wakil Presiden. di dalam pasal 2 ditentukan, “Pemtlu Presiden dan Wakid Presiden
dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rabiasia, jujur dan adil. Dalam
rangka pemilihan umum tahen 2004 diundanpgkan UU No. 12 Tahun 20605 LNRI
Tahun 2003 No. 37 tentang Permilthan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyan,
Dewan Perwakilan Daerzah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum
tahun 2004 merupakan babak scjamsh taru dalam dewan perwakilan Indonesia,
karena untuk pertama kalinya dipilih Dewan  Perwakilan Daerah, sehagar penppant
unsur utusan daerah.

3. Badan kehakiman yang bebas dan udak memihak (sndependent and  importiaf
frifitantetls)

D1 dalam UUD 1945 scbelum amandemen, kekuasaan kehakiman diatur di
dalam Bab LX Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 avat {1)

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
lain ~ lain badan kehakiman menurut undang — undang.™

Selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan, Kckuasaan kchakiman ialah
kekuasgan yang merdeka, artinya terlepas dan pengaruh kekussaan pemerintah,
Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang — undang tentang
kedudukannya para hakim. Di dalam UULD 1945 setelah amandemen diatur di dalam
pasal 24 ayat (1) dinyarakan:

“kekuaszan kehakiman merupakan kekuasaan vang merdekz untuk
menyelenggarakan peradilan puna menegakkan hukum dan keadilan™

) dalam ketentuan pasal 24A ayat {13 diteniukan bahwa:
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“Mahkamah Agung beracnang mengadil pada Ungkat kasast, mengup

pecaturan perandane  undangan d bawal wndane undung. dan

mempunyval wewenany lamavi vang diberihan olch undange undang™

(apasan unluk momhbenkan kemerdekasn terhadap kekwisaan kehakiman
schenamya telah dinetes oleh Majehs  Permusvawgratan Rakyat dalam Tap
Mo X MPR: 1998 cntang “Pokok  Pokok Retormas Pembangunan Dalam Rangha
Penvelamatan dan Normatisass Kehidupan Nasional Sebagan halusn Negara™, vang
amara fain memenntahkan adanva pemasahan vang fegas antara fungsy - tungs
eksekutlt dan lepisiatit vane akhimya menghasikan Undange - Lindang No 35 shun
199% wentang Perubzhan atas Undang - Undang Noo 14 Tahun 1970, Selanjutnya
dalam Tap MPR No VIEFMPRAZ2000 tentange Laporan Tahunan Lembaga  Lembaga
Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, rekomendasi MI’R kepada
Mahkamah Agung antarz lain agar “Mahkamah Agung perlu sepera metaksanakan
Undang - Undang Mo 33 Tahun 1999 dan Mahkamah Apeng perly memantapkan
kemadinannya dalam melaksanakan tugas dan  fungsinya sefta  menjadikan
Mahkamah Agung behas KKN.

Laan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara normatit kekwasaan
kehakiman dv Indonesia adalah merdeka. dalamt ami ndak dicampuri oleh badan
negara lainya sepertt cksekunt dan legislatif. Namun bagaimana kenvalaanma dalam
praktck ?

(0 dalae prakick termvala kondisinya sangat buruk, dan hahkar di badan
peradilan i dapat dikatakan merupakan pusat korups vang dilakukan sentua pihak
vang terlibat di dalum proses peradilan tidak hanya hakim. jaksa. polist. melainkan

sampal pada staf admimstrasi dan bahkan tubang parkic " schigga ada 1stilah mafiz
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peradilan ‘Tingginva unghal korupsi di badan Peradilan di Indonesaa pupa dapat dilihag
dari catatan Daniel Kaufinaon dalam lapotan “Huereucraine and Judicran: Brbern
tahun 199% dinvalakan bahwis tngkt korupsi di peradilan Indonesia adalah vang
paling tinepi dignlar negars — nepara Ukramna, Venezueld. Rusia, Kolombia. Mesir,
Yordania. Turki. Malavsia. runer. Afrika Sclatn. Singmpura =7 Hasd Hordd dudu
Corroptran Indomesia mendodukn peringkat keenam dan bawah (U2 negara)
Tidaklah mengherankan ika masvarakat kehlanean kepercavaan werhadap st
peradilan dun penegak hukum laionva, schingga masvarakat lebth suka mengambil
tindakan sendin sesuar dengan rasa keadilan mereka, vange akbimva menpurus kepada
suatu tindakan vang bersifat anarkis. Ketidaksesuaian antara putosan hakon dengan
rasa keaditan masyarakat merupakan salab satu hal yang sangat berpenegarub terhadap
kepercayaan masvarakal werhadip lembags peradilan..

Muladi*™ mantan Memtert Kehakiman. menvatakan babnea telah (erjad
kerusakan sisiemik {swsiemie damage) atas kekuasaan  kehakiman di Indonesia baik
vang herkaitan dengan aspek struktural institusional, aspek substantit’ - instrumenta)
maupun aspek kuilural vang akhirnva akan menggangepn s of padbiee” secara
keselurwhan  dan semuanya akan merupakan penycbab (adependent varmabiy)
erhadap kekuasaan kehakiman vang merdeka dan benangpeuny jawab.

Model korupsi yang tenadi di badan peradiian sangat bervanas) 1CW
melakukan perchitian profil juhicnd corrspron’™ di berbapai jenis peradilan dalam
kesempatan i penutis tampilkan hanva profil Korupst di Peradilan Pidana dan
Peradilan Perdata untuk membenkan gambarun betapa banvak hesempatan vang

dapal dipergunakan sebapal ajang harupse,
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Tabel 2.2. Profil Judicial Corruption
L FROFIL JUDICIAL CORRUPTION - i
! FERADILAN PLEIANA . PERADILAN PERDATSA |
! PERDIATA | PERDATAVOLUNTER |
i COMNTENTILS | (PERMOHONAN] '
- . AOUGATAN) D
[| MENGUILAPKAN PERKARA 11 PENDAFTARAN ‘1 BIAYACKSTR |
1T NEGOSIAS] PERKARA PERK . SAAT |
| 3 PENENTIZAN MAJELIS HAKIM © 2 PENENTLIAN i PENDAFTARAN '
14 PRMYESLAIAN PUTUSAN - MAIELLS HAKIM 7 PEMRERIAN
15 PUNUNDAAN PELAKSANAAN |1 TAHAP 11AR] KOMPENSASIUNT
PTS i KIDANG | MENGABAIKAN
¢ PUNGUTAN DALAM LEMB §4 ACARA ; PERTIMBANGAN
: PEMASY AR AKATAN I PEMBLUKTIAN ' SAAT .
i |5 WEMPLRAMAINKAN PEMERIKSAAN !
! ' "5 PERMOHONAN i
' 0 TAWARAN SAAT HAK i
. FENDAFTARAN P30 KOMPENSASI SAAT |
: FEHRKARA i PENLETAPAN i
i | 7 BENCGIRIMAN ! PERMONON AN }
! | BERKAS IDARI PN | HAK AN SITA
; KE PT JAMINAN :
_ i B KSEXKUSI 134 PELAKSANAAN i
! ! | PENFTAPAN
' ' | (EKSEKDUSI)

Selamn tegadi di peradilan pidana dan perdata, korupsi juga terjadi di badan
peradilan niaga, Kepohsian, Kejaksaan, dan disemiua tingkatan peradilan. Hal
menarik umuk dikemukakan adalah profil korupsi yang terjadi di tingkat Mahkamah
Agung, sebagei pilar icrakhir bagi para pencan keadilan di negeri ini. Profil kerupsi di
MA dapat disebutkan schagai berikut:

t. Dana tambahan administrasi perkara.

2. Pemerasan vang dilakukan oleh hakim.

Led

Suap vang dilakukan oleh pthak yany berperkara,
4. Pengaturan majelis vang favorable.
5. Tawaran untuk memakai jasa pengacara tertentu vany favorahle.

. Pengaburan perkara,
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7. [mkeluarkannva “surat sakn™.

5. Pulusan

an femugn [OW tersebut di atas dapat dibavangkan bagaimana kondisi
badan peradilan di Madonesiz. Dan gambaran tersebut depat disimpelkan hahwa
svaral  badan kehakiman vang bebas dan tidak memihak sebagai salah satu svarat

suatu negara demokrast vang berdasarkan atas “the rede of fuw” ndak dipenuhi,

4, Kebebasan uniuk Menvatakan Pendapat

Masalah tentang kemerdekaan menyatakan  pendapat, serak JUD 1945
s¢helum gmandemen sampat amandemen keempat tetap tidak diuhah, vaitu i atur
seeara lepas d dalam pasal 22 dinvatakan

“Kemerdeckaan  bersentkat  ddan berkumpul, mengeluarkan  pikiran

denyan iisan dan luhisan dan sebagainyva ditetapkan dengan undang -

undang”
[h dalam kenvataannya kemerdekaan tersebut mengalarm pasang surul, tergantung
pada konstelas: vang ada di pemenniah pusat. Suasana vang tidak mendukung untuk
menyampalkan pendapat denpan bebas khususnya terjadi pada cra zaman Grde
Baru. Sepertr diketahw hampir setiap saat terjadi penangkapan terhadap tokoh
mahastswa vang vokal dalam menyampaikan pendapatnya. Yang lebth parah lam
adalah hilangnya para akiivis yang sampat saat 1m Udak diketahut nasib dan
keberadaunnva,

bMemasuki era reformasi, unitan demokras semakin menguat sehingsa

dirasakan perlu mengatur lentang kebebasan mengeluarkan pendapat dalam suatu

prraturan vang lebih operasional. oleh karena oy dibenteklah Uindang - undang WNo 9
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Tahun 1998 LNEEP Tahun (998 Nol¥1 wniang Kemerdekaan Menvampaikan
Fendapal Dimuoka Umom. Konsep kebebasun vang dituznghan d dafum undang
undang im adalah kebebasan vane bertanggung jawab. vang dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundangan vang herlaku. T dalam undang undang ane
ditentukan baliwa rencana diadakannya kegiatan penvampaisn pendapal funjuk rasa
atau demonstrasi.  pawai, rapat umum: dan atau mimbar bebast waph dibentahukan
secara tertulis kepada Poln dalam waktu 3 % 24 jam schelum kepratan dilakukan
Schapar konsekucnst pelaporan terscbut Polo waph mempersiapkan pengamanan
tempat, lokasi dan rute. Hal lain vang ditentukan dalam undang - undang ime adalah
menyvanekul hal  hal vang wapb diperhatkan dalam melaksanakan penvampaian
pendapat antara lain: a) menghormat hak -- hak dan kebebasan orang lain: b)
menghormatl atwran — aturan moral vang dizkul wmem, ¢) mentaatt hukum dan
ketentuan  peraturan  perundang undangan vang berizku. di. memjaga dan
menghormatl keamanan dan ketertiban umum dar ). menjaga keuluhatt persatuan
dan kesatuan bangsa. (Indang - wndang lain yany berkaitan dengan kebehasan
mengemnykakan pendapat antar lam Undane - Undang Pers, Undang - Undang No.
32 Tahun 2002 tentang Penyaran vang menckankan pads permberitaan yang
seimbang dan bertanggung jawab dalam ranrka memjaga integntas negara kesatuan
Republik Indonesia,

it dalam praktek hampir scltrab ramba tersebut dilangear, buktinva sering
terjadi Polri ntidak meneetahw adanva unmpuk rasa, ine mengindhkasikan  bahwa
kegialan tersebut tidak  dilzporkan sebelumnya.  Tindakan pengerusakan vang

menjurus kepada tndakan anarkhn vung dilakukan oleh para penguniuk rasa. tanpa
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dapal dikalang uleh Poln. Wndakan yang berselat penghinaan terhadap kepala negara,
misalnya perobekan dan pembakacan gambar kepala nepara, nu semua menoanjukhian
tidak berdavanya undang  undang ini mengatur kepiatan penvampaian pendapad, dan
sekaligus menunjukkan Ketidakpatuhan masvarakat wrhadap undanpe  undang .
dan sckahyus menumukkan keodakweraturannva masyarakat koa dalam bernegara,
Hal semacam ini bukanlah kebebasan menyampaikan pendapat vany dibarapkan oleh
demokrast. Boleh dikatakan bahwa kebebasan vang tepad d masvarakat sudah
"kebablasan” sehingea ndak laps memperhatikan nilai - wila morad dan huknn
bahkan tidak sesuai dengan budaya Indonesia yvang demikian luhur, Dapat dikatakan
bahwa kebebasan yang ada adalah pemgksaan kehendak, sehingpa masih jauh dan

apa yang dimaksud dengan kemerdekaan borpendapar dalam alam demokras,

5 Kebebasan Untuk 3erserkat/Berorpanisasi dan Beroposis.

seperti apa vang telah diuraikan di depan, secara konstitusional kebebasan
untuk bherserikal, berkumpel menvatakan pendapal secara lisan maupun tulisan
dengan tegas di atur ¢ dalam pasal 28 UUD 1945 D4 era reformast di undanpkan
Undang — undang No 2 tahun 1999 LNRI Th 199% No. 22 TLNRI No 3809 (entang

-~

Fartai Polink  sebagai penggantt (1 No 3 whun [985 semang Perubahan atas UL
No 3 Tahun 1975 tentang Partat Polik  dan Golongan  Farve,  Dengan
dwndangkannya undang - uadang inu Golongan karva tidak ada lagi vang ada adalah
Partar Crolkar. dan dibukanya keserpatan kepada seluruh warga megara Indonesia

untuk memheniuk Pantai Politik, Undang - undang 1ni kemudian diubah dengan ULL

No 3| Tahun 2002 wentang  Panai Politik. Sejak divndangkannyva undianye  undang
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. pertumbuhan panan pelittk dE Indenesig sepert jantur di musim hugan, Hal e
dapal dilihat dan jumlah pactar paliik sang meopude hoadestan pemily tahone 1948
schanvak 4% pana dan ratusan partar vane ada. Banvaknva panai vang tumbuh
menunjukkan kemudahan vange diberikan oleh undang undange Noo 2 whun 1999
urtuk mendinkan parta poliuk cukup dengan sekerang kurananya SO thima puluh)
orang warganggara Repubhk Indonesia vang telah berusia 21 (duea puluh satu ) wbum
dapat membentuk partal podittk {Pasal 2 avat ¢ 1),

Malam kaitannva denpan kebehasan berorgamsasic ada pembedaan antaca
wiarga nogara biasa dengan pegawar neeeri stpil [ dalam ketentuan Peraturan
Pemertntah No.o 5 Tahun 1999 tentang Pegawal Nepen Yang Menjadi Angeota Pata
Politik, vang kemudian diubah dengan Peraturan Pemernintah No. 12 tentang
Perubahan Atas Peratwran Pemenintah Mo, 5 Tahun 1999 (entang Pegawai Newen
Yang Menjadi Angpota Partar Politik. [ dalam ketentuan ini pegawai negeri sipil
ndak diperkenankan menjadi angpola atau pengurus  partai politik.  Dasar
pertimbangan dari peraruran 1m adalah. bersangkut paut dengan kedudukan sebagai
pegawitl negeri sipil schagar abdi negara dar abdi masvarakat harus neteal dan
menghindari mengeunakan fastlitas negara untuk polonean tertentu. Lilihat darni
sudul pandang demokrasi. maka ketentuan semacam i ndaklah demokratis. namun
dilihat dan perspetif scjarah, pengaturan semacam Hu adalah waar, menpingat pada
era Orde Buru semua pegawai negeri sipil di koptas: harus masuk menjadi anggola
salah satu organisasi poliuk peseria pemilu dzlam hal 1 Lrolongan Kaova, Prakiek
praktek yang lidak sehal dulam rangka memenangkan permilthan umum Sangral serng

ddabukan, dan babkan hampic selama & kall pemibihsn wmum dioera Orde [3ary



DISERTASI "GOOD GOVERNANCE" (KEPEMERINTAHAN ... I. GUSTI NGURAH WAIROCANA
143

kccurangan - kecurangan dengan memanfaatkan pegawal neperi sipil sebagai
kendaraan politik terus berlanpsung, sampat - sampai pemilihan umum belum selesai,
hasil perhitunpan suara iclab dapat diprediksi siapa yang akan menatg dalam
pemilihan umum. Sejarah kelam inilah yang menyebabkan mengapa peraturan
pelarangan bagi PNS unituk menyadi angpota stau pengurus paral politik 1tu muncul
Mengenai kebebasan untuk beroposisi, walaupun secara formal tidak dikenal
namun di dalam praktek demokrasi [ndonesia sekarang ini merupakan svatu hal yang
wajar, hal im dikarenakan dicabutnva lembaga recall Dalam praktek demokrasi
terutama di tataran sepra siruktur pobiik tidak jarang terjadi beda pendapat antar
anggota dalam satu fraksi, namun bila pengertian oposisi diattikan sebagai partaj
yang berhadapan dengan pemerintah sebagai layaknya di negara — negara vang
mempergunakan sistem bi partal hal ini belum 1cgjadi, mengingat sistem multi partai |
dan juga  komposisi kabinet yang merupakan koalisi partai — partai besar Karena
hdak ada sal partai yang memperoleh suara mayoritas mutlak Fola kabinet
semacam 17 memang paling tepat dilakukan, selama satu kekuatan politik tidak

mencapal mayoritas wngeal dalam perolehan suara.

6. Pendidikan Kewarganegaraan (civic education)

Pendidikan kewarganegaragn {crvic education) pemah ada sebagzi salah sa
subvek {mata pelajaran} baik ditingkat SD, SMP. maupun SMA. Namun dengan
perkembangan konsep pendidikan dan perubahan kusikulum, subyek vang bernima
Ciwvic, tidak ada iagi dalam kurikulum, dan sehagai penggantinya adalah PMP

{pendidikan Moral Pancasila) vang substansinva menckankan pada nilai — nilai meral
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Pancasila, kemudian dengan perubahan kurikolum, diintrodusir mata pelajaran PPN
yany materinya tidak jauh berbeda dan apa yang ada di dalam Civie

Dari vraian di depan, makas dapat disimpulkan bahwa sccara yuridis
konstilusional, [ndonesia dapat dikatakan sebagai suatu negara demokratis yang
berdasarkan pada prinsip fre rede of faw, namun kenyataan di dalam praktek tidaklah
salah bila dikatakan bahwa Indonesia sedang menuju ke alam demokrasi. Unfuk dapat
mencapai suaty demokrasi vang sesungpubnya dan stabil hanya dapat dicapai
brlamana semua kekuatan mampu untuk menangani dan menahan konflik vang wijadi
sekarang dt Indonesia, seperti apa vang dikatakan oleh Dewi Fortuna Anmwar: &
transtition fo redd and sustained democracy can onfv be aclieved f all forces are
able to muanage and codfain the growing conflicts that row be sel Indonesions
Socigre™. Dengan demikian diharapkan dapat t%rc:ipta suatu paod povernance di

Indonesia.

" What is Good Govermance. hap:/f www Uneseap org/husetigg/governance. htm

1 Ali Mufiz, Penpauiar Adminisirasi Negara, Pusat Penerbitan 1iniversitas Terbuka, 2000,
Jakarta, hal 17

Y Good Gavernance hitp Hwww tog apdipfindicalors %a'good %20 governance.htm hal. 1

“John Hesley dan Mark Robinson, dalam [nderstanding the Concepr of €overnence
bt pffwoww gdreda - governance — undarsiand. bim

" Whar is Good Governance? Op cil

™man Sjahpuira Tungge), dan Amin Widjaja Tunggal, Mematons Nosen 0 Lrperate
Coverpance” Harvanndo 2002, hal dillibar juga Hessel Nogi § Tangkilisan, Memzhami Keuangan
Bagi Angisis Kredit Perbankan Mengelolz Kredit Berbasis (ood Corporale {iovermance ' Balainung &
CoYogyakarta hal 18

“lehlasal Amal, Pembabarian Tata Pemeriniabar Doergh Cfmom dafam Porgmtegrasian
Pitar  Filar (aood Geovwrenanee, dalam Geod Governance dan Gtosomi Daerah {Mesyongsong
AFTA Tahun 2003 }Kerjasama amtara ProsumenfPKPEK) denpan Forkoms - MAP UGM. loegjakarta,
2002 hal. 16

* Hanifah 5J Sumario, faoves, Partapast Dan good goveriance 20 Prakar vz frenerisf e
Par.re'.w}nrg,l" off fredeyresna Y ayasan Obor Indonesta lakara, 2003 b3

ibid

TPaul  Streeten, Ced  Onvermance fvsiore amd Development of  the Conceen

h‘l'tpl"fm'\-’:\l-"”ovil:iﬁ foundationcemsymposiumirede streetendt 122002 pdf
ibid
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" Paula Bobransky., Frieiies of Cowad CGovertaaiiee, p ovesw gdre org-o-

aovieoveroance  primeipies. biml

Heary Camphell Black, Block s Law [icionary, St Paul Minn, Wwest Publishing Co. 1979,
hal 1043

"‘:Mirinm Budiardjo, fdasor  Pasar dmw Pofrick, Gramedia, lakarta, 1977 hal &

“itnd.

“I.Barents, ffen Pofitika Swamn perbesafar apeason teremahan L M Snnrus
FT.Pembangunan, Jakarta, 1983, hal 23
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Miriam Budiardjo, loc.cit

ek, hal 1213

'I“ilbiﬂ..

“"W Friedmann,.dzlam bukunya yang berjudul Au Jutrocdecon 1o World Pofiic terjemahan
T Moesiafa walaspun secara tidak temas menyatakan babhwa oo polivk mempelaan tesiang
ke asaan . namun dalam uraiannya pada haleman |0 dalam membahas Daya Hidup dalam Porcalucan
palitik Dunia menrekankan bahwa objzl: itmb politik tw adalzk kekoasaan dan ideclowi Penerbitan
Varkink Van Hoeve, Bandung, ith
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terjematian Setfiwwan Abadi, LP35, fakarta, 1988, pada halaman ¢ menyatakan “Para ilmuwan poiitik
berusaha menemuokan wnsur — unsur keluasaan daiam bentuk padan 430 it s

"“Prega Ramsamy, SADC Exccutive Scoretary, Cood Uovernance wn SALX, Pretora Cond
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1 Ramaamy, op.cit, hal.1
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Liferal  fternatienal. Budapest, Hunpary, Maret 21.73, 2002, hal!  Reipftwww liberal-
nternarional org/congressbudapestindey. him

“Writeria for Good (fovernance in the Third World (from a liberal perspetiive)
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" Bintoro Tickroamidjojo. dalam  Creef Geweruames  dalom berbagal  perspehif
Fupsennas Jakaria, 203 hal 3.

"' What is (iood Gevernance? Loc cit.
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" George R.Terry, alih Bahasz Winardi Asar- Asas Mencicmen, Alumr:, Bandung, 1986,
hal. 2%.

MDingock & Dimock terjemahan Husni Thamrin Pane, Aksara Bar, lakama 1984,
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" George WTerry, loc.cit. hal 21

'\“Sondang P.Siagian, Filvyfal Admmistras, Gunung Agung, lakarta, 1986 hal.5

All Mulfiz, Pergamior ddmmsirasi Negara, Pusat Peaschitan Universitas Terbka, Jakarta,

20K, Hal.10

| Liihid

" George R.Terry, Op cit. hat.4

*“ibid. hal &

:ill'“ﬂ"- Sjahputra Tunggal dan Amin Wijaya Tunggal, [.oc cit hal iii.
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{apvernagrce amd The Hole of fadeperclent (irectors Commissoners aseifudes 7 Axead ™ Grand Balbi
Beach Hatel, Sanur, Bal, Indonesia, 2t 22 Desember 20001 hal 2
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pada CHA Xonrh dustrabia Ananal Conggress 2000 “Hichug the Newr Weave ™ ddelide. |6 November
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Hukurn, Edisi 3 Tahun [1 Wovember 2004, Jakarta hal. 123

Philipus M.Hadjon, Perfindungan Hukum Bagi Rekyar Bi ndomesio, PT Bina ilmu,
Surahava di dalam halaman B4 dikstaksn bahwa ditelaah dar |atar belakang sejarmahia baik konsep
“the rule of ko™ maupun konscp “rechtsstzat”™ lakir dario satu usaha alau perjuangan  menenlang
kesevwenangan penguass | sedangkan Negara Republik Indonesia sejak perencanaan berdirinya jelas —
Jelas menentang segalz benfuk kesewenangan atau absolutisme. CHeh karens itu jiwa den izi Negarm
Hykum Fancasila sevopyanya hidaklah dengan begitu seja mengalihkan konsep “#he mrfe of Jaw"slan
konsep “rochtsstgat™

*ibvid hal 72,

M 'Didalam bukunya Guother Teaboer “f1emmas uf Law im ihe Welfare State, Walter de
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2 yilhelm Aubert, loc cit hal 29

1l Plislipius M.Hadjon, P‘Hr.fmcfi.rrrgu.lt Hrdor ﬂp.c'll, hal 90

%2 pysal 2%A . Setiap orang berhak uniuk hidup senia berhak mempertzhankan kidu p dan
kehidupanmya;

Pazal 28 B ayal ({} Sctiap crang berhak membentuk keluarga dan molappoikan kelurunan
melad perkawinar yang sah,

Ayat (1) setiap anak berliak aias kelangsungan hidup, tumbuh dan berkemnbang
seria berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28 € ayat (1) setiap grang berhak mengembangkan din melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnva, berhak mendapat pendidikan dan mempercleh manfaat
dari ilmb penpetabuan dan teknologi, seni dan budava, demi meningkéikan
kuaiitas hidupnya dan domd kesejahteraan umat aanusia.

Avar {2} seliap orang berhak untuk memajukan  ditnya  dalam
memperfugngkan haknya secara kolektil tntuk membangun masyarakat bangsa
dan negara.

Pasal 7B ayat (L} setwap orang berhak atas pengakuan, jaminar, perlindungan dan
keptastian hubkum vang adil serta perlakoan yang sama dihadapan bukum.

Avat (2) scliap oreng berhak untuk bekerja sena mendapat imbalant dan
perlakuan yang adil dan layak delam hubungan kéna

Avar (3) seridp warga negara herhak memperoleh kesempatan vang sama
dalam pemen ntaban

Avat {4) setiap orany berhak atas status Rewarganegaraan

Pasal 23 E ayat {1) seliap orang bebas memeluk agam dan beribadat meourul agamanya,
merilth  pendidikan dan pengajaran memilth pekergaan,  memilih
kewarganegaraan, memtlth tempat  tinggal diwilayah negare  dan
meninggaikanmya sena berhak kembali
Ayat (23 setiap orang berhal s kebebasan meyaking kepercavaan menyatakan
pikiran dan sikap sesuae dengan hati nuraninya,

Ayet (1} setiap orang berhak atac kebebagan berserikat, berlpmpul dan
mengelaarkan pendapat.

Pasel 28 [ setiap orang berhak umtuk berkomunikasi dan memperoleh informase nnmk
mengembangkan poibadi dan lingkongan sostalnya, serta berhak  untak
mencart, memperolch memilike, menyimpan, mengolah dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia

Pasal Z¥ < ayal (1) setiap orang berhak atas perlindungan dir pribadi, keluargs
kelwormatan, mmartsbal dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakptan unduk berbaal
arzw tidak berhoar sesuaty yang merupakan hak asasi.

Avat {2} setizp orang berhak wnruk bebas dan penyiksaan atan perlabuan yang
merendatkan derajat manabar manusia, dan berhek mendapar suaka politik
dan negars kain

Pazal 28 H ayat (1] setiap orang berhak hidup scjahtera lahir dan batin, bertempat tingsal,
dan mendapatken lingkunpan hidop vang baik dan schat sena berhak
mempergleh pelavanan keschatan
Aval (2} setiap orang berhak mendapar kemuedaban dan perlakukan khusus
urtuk memperoleh kesempatan dan manfzat vang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan
Aval {3) settap orang berhak anas faminan sosial yane memunekiokan
pengembangan dirinya secara utuh sebagal manusia yang hermartabat
Ayal [4) setiap orang berhak mempoenyai hak milik pribad dan hak milik
Lerscbul tidak baleh dhambil alib secara sewenang — wenzng oleh siapapun
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Pazal 2% aval {1) hak woluk hidupr, hak umtok mdak disiksa Elak kemerdeksan pikiran dan
hati nuramnd, hak béraeania. hak untuk tidek diperbudak. Hak uantub diaku
sehapai pribad] dihadzpan hukwem dan hak ek tidak diturtur atas hukem
vane berlako swrut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikuransi dalam
kusidaan apapun
Aval (2} sctiap oreng berbak bebas dan perlakukan yang diskeimingtil) atas
dasar apapun dan berhak mendapatkan pechadunean terhadap perlakukan yaog
kersifat diskriminatil itu
Ayar (3] identicas budays dan hak masyarakar tradisional diiorman selaay
tlenpan perkembiengen raman dan peradaban
Avat (4] perlndungan, kemagjuan . pencgakan dan pemendban hek asasi
mansia adalkah tangpung jawab negara | teretama peenerincah,

Avat {3} untuk menegakkan dan melindungt hak 3sasi manusia sesua denuan
prinsip megara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manasia
dijarnin, diatur, dan dituzngkan dalam peraiugn perundsng - undangan

Pasal 28 J ayad { |} sctiap orang wajib menghorman hak asasi manusia orang lzin dalam 1erib
kehidupan hermasyaraks. berbanesa dan bernesara
Avar [2) dalam menpalankan hak dan kebelasannya, sctiap orare waiib tuoduk
kepada pembatasan yang ditetapkan denpan undang  undame maksud semats —
maia untuk menjammn pengakuan seria  penghorniata alas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntucan yaog adil sesuai dengan perimbangan
moral, nilai -- pilat agame keamanan, dan kelerithan wrmum dalam suaty
masyarakat demokiaris
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T S uwoto Mulyosudarmo. Heformuw  Organisasi Pereciion, Disampaikan  sebagai
pengantar diskusi pada forum Workshep dan Semimar dengan thema “{iood goverreangg
diselengparakan atas kerjasama Fakullas hukum umbversitas Airlangea dengan Universitas Utrecht,
Tanggal & Oktober 200 di Surabava, hal 7.

“Tim Pemantau Peradilan [CW, Mempnghap Tabir Mafia Peradian, desampaikan dalam
forum Warkshop dan Scminar dengan thema “Uoad goverrance ™ disclenggarakan atas kenjasama
Fakultas hukum universtas Airlangga dengan Universitas Utrecht, Tanggal 6 Olktober 2001 d
Surabava, hal.l

prl itl-id_
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